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Kecenderungan beberapa perusahaan untuk mempekerjakan karyawan dengan
sistem outsourcing pada saat ini, umumnya dilatarbelakangi oleh strategi
perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production).
Sebagai tenaga Pekerja Harian Lepas (PHL), pihak pekerja tidak melakukan
kontrak secara langsung dengan Polda, karena PHL sebagai tenaga outsourcing,
dipekerjakan oleh perusahaan PT. Kutabaro Meugah Perkasa dan ditempatkan di
Polda Aceh. Terkadang PHL harus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan
meskipun di luar kesepakatan, karena ada beban pekerjaan tertentu yang diberikan
di luar ketentuan. Menurut PHL tidak ada kontrak tertulis yang diberikan oleh
pihak PT. Kuta Baro Meugah Perkasa kepada pekerja. Dari substansi masalah
tersebut maka fokus penelitian skripsi ini adalah Pertama bagaimana
pertanggungan resiko kerja terhadap PHL di Polda Aceh, Kedua bagaimana
kesesuaian antara upah dengan beban dan resiko kerja PHL di Polda Aceh, Ketiga
bagaimana sistem pengupahan PHL di Polda Aceh menurut persefektif akad
ijarah ‘ala al ‘amal. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case
study) dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Hasil
penelitian menunjukkan PHL Polda Aceh merupakan tenaga outsourcing, pihak
pekerja tidak melakukan kontrak secara langsung dengan Polda, PT. Kuta Baro
Meugah Perkasa yang bertanggung jawab untuk menanggung segala bentuk
resiko kerja. Beban dan resiko kerja yang diterima PHL sudah sesuai dengan upah
yang diberikan. Dimana selain upah/gaji pokok, PHL juga diberikan bonus
apabila lembur, diberikan sembako, serta juga diberikan THR. Menurut akad
ijarah ‘ala al ‘amal perjanjian hubungan kerja antara PT. Kuta Baro Meugah
Perkasa dengan PHL itu sah dilakukan namun penundaan pembayaran upah yang
berhak diterima oleh PHL merupakan sesuatu yang dilarang di dalam Islam,
sehingga menyebabkan adanya cacat akad.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543 b/u/1987
Tentang
TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan
No | Arab Latin Ket No | Arab | Latin Ket
Tidak t dengan
1 t dilam | kb t titik di
Bangkan bawahnya
z dengan
2 | & B W oh z titik di
bawahnya
3 < T YA £
A & . S d?ngan titik o ¢ g
di atasnya
5 d J Y - f
6 c b h dengan titik o P '
di bawahnya
7 ¢ Kh vy |4 k
8 3 D vl d |
9 ] 5 z d-engan titik ‘s A .
di atasnya
10 J R Yo o n
11 J Z AR 3 w




12 o S Yv ® h

13 o Sy YA & ’
s dengan titik
14| o= s . Wloe y
di bawahnya
. d dengan titik
15| o= d .
di bawahnya
2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah I
Dhammah U

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf
S o Fathah dan ya Ai
KRS Fathah dan wau Au




Contoh:

S kaifa Jsd :haula

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda
s /N Fathahdan alif atau ya A
s Kasrah dan ya 1
Tle Dammah dan wau 0
Contoh:
dté : qala
28 . rama
J 2 qila
3335.4 s yaqiilu

4. Ta Marbutah (3)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Tamarbutah (¢) hidup
Ta marbutah(?) yang hidup atau mendapat harkat fatzah, kasrah, dan
dammabh, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (¢) mati
Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah() diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta marbutah(s) itu ditransliterasikan dengan h.

Xi



Contoh:

ik Lz,  raudah al-agfal/ raudatul agfal
35333:‘3‘ i-‘.-.‘m‘ . al-Madinah al-Munawwarah/ al-Madinatul
Munawwarah
daih : Talhah
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang Dberkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa

transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya mewujudkan pembangunan bangsa, dibutuhkan beberapa
komponen seperti sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Ketiga komponen
pembangunan bangsa tersebut merupakan hal yang penting dan tidak dapat
dipisahkan satu dengan yang lainnya.! Namun pada kenyataannya, komponen
tenaga kerja bukanlah hal yang paling utama. Sumber daya manusia dalam
konteksnya sebagai tenaga kerja merupakan salah satu komponen pembangunan
bangsa yang memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan
nasional.? Indonesia yang merupakan negara berkembang tentunya memiliki
banyak persoalan mengenai pembangunan bangsa. Ditambah lagi di tahun 2021
ini, negara Indonesia memiliki penduduk yang sangat banyak, yang berjumlah
kurang lebih sekitar 273,5 juta jiwa.

Dengan fakta tersebut, membuat lapangan pekerjaan semakin banyak
dicari oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan
merupakan kebutuhan setiap individu, tanpa memiliki pekerjaan seseorang
mustahil dapat memenuhi kebutuhan primernya, apalagi untuk memenuhi
kebutuhan sekunder lainnya. Fungsi penting pekerjaan bagi seseorang yaitu untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian, fungsi ini terkait dengan tingkat
upah yang diterima oleh seorang pekerja. Artinya terpenuhinya hak atas
pekerjaan seseorang secara tidak langsung memberi jaminan kesejahteraan
kehidupan bagi pekerja yang bersangkutan. Dengan terpenuhinya hak atas

pekerjaan yang layak, akan ada jaminan bahwa seseorang memiliki tingkat

! Gunawi Kartasapoetra dkk., Hukum Perburuhan, Pancasila Dalam Pelaksanaan
Hubungan Kerja, (Bandung: Armico, 1983), him. 9.

2 Djumadi, Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi
Revisi, 2002), him. 3.
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pendapatan yang layak pula sebagai balas jasa dari pekerjaan yang telah
dilakukannya.®

Termasuk dalam hal pembangunan ekonomi suatu negara, diperlukan
adanya pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia
secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal guna peningkatan
kesejahteraan rakyat terutama ketersediaan lapangan kerja. Ketersediaan
lapangan kerja sangat dibutuhkan oleh setiap individu guna memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari yang lebih baik untuk menyokong masyarakat yang lebih
sejahtera.

Dewasa ini daya saing dalam memperoleh pekerjaan semakin ketat, ini
terjadi akibat banyaknya penambahan penduduk produktif yang di hasilkan dalam
kurun waktu 10 tahun terakhir. Semakin banyak penambahan penduduk setiap
tahunnya mengakibatkan lapangan kerja terus berkurang dan susah untuk
didapatkan. Akibatnya jumlah pengangguran terus bertambah dan angka
kemiskinan pun terus meningkat. Di zaman yang serba modern ini, kemampuan
seseorang tidak hanya dinilai berdasarkan pada nilai akademik saja, tetapi skill
dan leadership yang mumpuni lebih dibutuhkan sebagai modal awal untuk
mendapatkan pekerjaan.

Dalam proses terjadinya hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan
memiliki suatu perjanjian, yang mana disebut dengan perjanjian kerja. Menurut
Endah Pujiastuti, perjanjian kerja merupakan suatu bentuk persetujuan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh, sehingga perjanjian kerja tidak ditarik kembali
dan atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.* Perjanjian kerja biasanya
diberikan oleh perusahaan/tempat kerja pada hari pertama pekerja memulai
pekerjaannya. Isi perjanjian kerja harus disetujui oleh kedua belah pihak, yang

mana perjanjian kerja tersebut tidak boleh merugikan pihak manapun. Sedangkan

3 Zaki Fuad Chalil, Horizon Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: AK Group, 2008), him. 100.
4 Endah Pujiastuti, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Semarang: University Press
Semarang, 2015), him. 21.
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menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003
menyebutkan bahwa “pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Imbalan yang dimaksud adalah
berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan
pengusaha dengan pekerja buruh. Persoalan upah memiliki urgensi tersendiri
karena dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jika para pekerja
tidak mendapatkan upah yang memadai, itu akan mempengaruhi nafkahnya dan
juga daya belinya. Sehingga upah harus memadai dengan apa yang para pekerja
kerjakan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum pekerja dan
keluarganya.®

Dalam figh sebenarnya sudah diatur tentang bagaimana pelaksanaan
ijarah yang meliputi landasan hukum syar’i, syarat, rukun serta hak dan
kewajiban kedua belah pihak. Namun praktek ijarah yang dilakukan oleh
masyarakat juga berkembang dengan cepat seiring kebutuhan manusia akan
transaksi ekonomi. Oleh sebab itu, figh juga harus bisa menjawab dan
memberikan landasan hukum terhadap praktik-praktik muamalah kontemporer
ini.5

ljarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa
sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan
dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal
balik dari manfaat yang telah ia peroleh. Maka yang menjadi objek dalam akad
ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad,
meskipun akad ijarah kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan

sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari

5 Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, (Jakarta:
Kencana, 2012), him. 197.

® Firman Setiawan, “Al- ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah”, Jurnal DINAR, Vol. 1 No. 2
Januari 2015, Desember 2021, him. 105.



sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. ljarah dalam
pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.’

Dari segi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua macam yaitu ijarah
dengan objek barang disebut dengan ijarah ‘ain dan ijarah dengan objek jasa
yang disebut dengan ijarah ‘ala al- ‘amal. Dalam hal ini fokus penulis membahas
mengenai ijarah ‘ala al-‘amal yang bersifat pekerjaan (jasa).® Dalam konsep
ijarah ‘ala al-‘amal, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan
dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah
ia berikan pada proses produksi.® Menurut Islam upah adalah imbalan yang
diterima seseorang atas pekerjaanya dalam bentuk materi di dunia (adil dan layak)
dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).°

Sedangkan menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang ketenagakerjaan memberikan pengertian upah adalah hak pekerja/buruh
yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha
atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut
suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,
termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan
/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.!*

Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, berdasarkan
prinsipnya Pekerja Harian Lepas (PHL) tergolong ke dalam pekerja yang
hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).!2
Sehingga pekerjaanya bersifat tidak tetap, yang berarti pekerjaan tidak memiliki

" M. Yazid Affandi, Figih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan
Syari’ah, Logung Pustaka, Yogyakarta, hal.180.

8 Wahbah al-Zuhaily, Al-Figh al- Islami Wa Adillatuh, (Beirut: Dar ar Fikr, 1989) jilid
1V, him. 766.

Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid 1l (Terj. Soeroyo dan nastangin),
(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), him. 296.

10 Afifah Nurul Jannah, Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan Upah Karyawan
Di Mesjid Agung Jawa Tengah, (Semarang: Insitut agama Islam Walisongo, 2009), him. 2.

1 Undang-Undang ketenagakerjaan lengkap, cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), him.
5.

12 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.
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kaitan langsung dengan perusahaan atau badan usaha sehingga pekerjaannya
bukan merupakan suatu kegiatan permanen.

Secara lebih rinci Pekerja Harian Lepas (selanjutnya disebut PHL) dapat
diartikan sebagai pekerja yang diikat dengan hubungan kerja dari hari-kehari dan
menerima penerimaan upah sesuai dengan banyaknya hari kerja, atau jam kerja
atau banyak barang atau jenis pekerjaan yang disediakan. Disebut PHL karena
yang bersangkutan tidak ada kewajiban untuk masuk kerja dan tidak mempunyai
hak yang sama seperti pekerja tetap. Umumnya PHL adalah pekerja yang
mengerjakan pekerjaan yang sifatnya tidak terus menerus tetapi bersifat
musiman.

Salah satu instansi yang menerapkan sistem PHL adalah Polda Aceh.
Sebagai pusat komando, tidak heran jika Polda Aceh mengalami kesibukan yang
luar biasa, mulai dari penanganan laporan hingga aktivitas-aktivitas lainnya yang
membutuhkan tenaga kerja lebih untuk menutupi kekurangan personalia. Oleh
sebab itu, Polda Aceh juga turut menggunakan jasa dari PHL sebagai pendorong
dan pendongkrak aktivitas agar lebih efisien dalam menangani pekerjaan.

Menurut hasil wawancara dengan Anwar Sentosa selaku kepala Sub
Bagian Yanma (Pelayanan Markas), penetapan upah untuk Pekerja Harian Lepas
(PHL) Polda Aceh dibayarkan melalui PT. Kuta Baro Meugah Perkasa sebagai
pihak penyedia jasa tenaga kerja. Kerjasama pihak Polda dengan PT. Kuta Baro
Meugah Perkasa didapatkan melalui tender. Tender tersebut dilakukan pertahun
dengan beberapa perusahaan terkait. Kemudian dari beberapa perusahaan yang
mengikuti tender hanya ada satu perusahaan yang menang, dan dapat melakukan
kerjasama dengan Polda Aceh. Tidak hanya PT. Kuta Baro Meugah Perkasa saja
yang melakukan kerjasama dengan pihak Polda, akan tetapi terdapat beberapa
perusahaan lain yang juga melakukan kerjasama dengan Polda Aceh. Akan tetapi
perusahaan tersebut memiliki jobdesc yang berbeda satu dengan yang lain.

13 Djumadi, Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), him.
23.
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Misalnya, PT. Kuta Baro Meugah Perkasa memiliki jobdesc membersihkan
seluruh lingkungan Polda Aceh, sedangkan terdapat perusahaan lain yang
bertugas sebagai satpam.4

Upah dibayarkan berdasarkan kontrak yang sudah disepakati oleh kedua
belah pihak. Setiap pekerja menerima gaji pokok sebesar Rp. 1.400.000 setiap
bulannya dan para pekerja hanya berfokus pada bidang kebersihan (cleaning
service) Polda Aceh yang menjadi fokus pada kontrak kerja yang disepakati.
Lebih lanjut dari hasil wawancara juga diperoleh informasi bahwa resiko dan
beban kerja yang terjadi selama bertugas di Polda Aceh berada diluar tanggung
jawab Polda Aceh.

Berdasarkan pernyataan Ikhsan, salah seorang PHL Polda Aceh, bahwa
sebagai tenaga PHL, pihak pekerja tidak melakukan kontrak secara langsung
dengan Polda, karena PHL sebagai tenaga out sourcing, dipekerjakan oleh
perusahaan PT. Kutabaro Meugah Perkasa dan ditempatkan di Polda Aceh.
Dalam melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga PHL, lkhsan dan kawan-kawan
yang bertanggung jawab terhadap kebersihan kantor Polda Aceh. Tenaga PHL
harus melakukan pekerjaan sesuai dengan komitmen dengan perusahaan dan juga
harus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan meskipun di luar kesepakatan,
karena ada beban pekerjaan tertentu yang diberikan di luar ketentuan. Lebih lanjut
Ikhsan menjelaskan, tidak ada kontrak tertulis yang diberikan oleh pihak PT. Kuta
Baro Meugah Perkasa kepada pekerja. Dari awal masa kerja pihak PT tersebut
hanya memberitahukan kontrak kerja secara lisan.*®

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut guna mendapatkan jawaban terhadap masalah
yang telah penulis paparkan di atas agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan

yang berkaitan dengan sistem penggajian PHL di Polda Aceh, dan apakah

4 Wawancara dengan Anwar Sentosa selaku kepala Sub Bagian Yanma Polda Aceh,
pada tanggal 4 oktober 2021.

15Wawancara dengan Ikhsan selaku pekerja harian lepas (PHL) Polda Aceh, pada tanggal
4 Oktober 2021.
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perjanjian kerja tersebut telah sesuai dengan akad ijarah sebagai salah satu
sumber hukum Islam dalam melaksanakan perjanjian kerja sama. Oleh karena itu
dalam hal ini peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Analisis
Perjanjian Kerja Pekerja Harian Lepas (PHL) Pada Polda Aceh dan Sistem
Penggajiannya Berdasarkan Akad Jjarah ‘ala Al *‘Amal.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka
yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah pertanggungan resiko kerja terhadap PHL di Polda Aceh?
2. Bagaimanakah kesesuaian antara upah dengan beban dan resiko kerja PHL
di Polda Aceh?
3. Bagaimanakah sistem pengupahan PHL di Polda Aceh menurut

persefektif akad ijarah ‘ala al ‘amal?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan utama dalam
penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungan resiko kerja terhadap
PHL di Polda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kesesuaian antara upah dengan beban
dan resiko kerja PHL di Polda Aceh.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah sistem pengupahan PHL di Polda Aceh

menurut persefektif akad ijarah ‘ala al ‘amal.

D. Kajian Pustaka
Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap sumber-sumber

referensi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, ditemukan



beberapa sumber yang memiliki kesamaan dengan penulis tetapi menggunakan
pendekatan yang berbeda-beda.

Untuk menjamin keaslian penelitian ini, berikut ini penulis paparkan
penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian penulis yang memiliki relevasi
tetapi tidak memiliki kesamaan dalam substansi dengan kajian yang penulis
lakukan. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Nila Vonna Rahmi, dengan judul
“Pemberian Upah Pada Buruh Cuci dan Setrika Pakaian yang Dilihat Dari
Konsep Akad Zjarah Al ‘Amal (Studi kasus di Gampong Ulee Lueng, Aceh
Besar) ~.1® Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nila Vonna Rahmi ditemukan
fakta bahwa praktek pengupahan pekerja tersebut tidak sesuai dengan konsep
ijarah ‘ala al ‘amal. Para pekerja cuci dan setrika pakaian merasa adanya
ketidakadilan dalam pemberian upah kerja, padahal kesepakatan awal pihak
buruh cuci dan setrika pakaian hanya diminta untuk mencuci dengan upah yang
telah mereka sepakati. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa dikemudian hari
para pekerja mendapatkan tambahan kerja tidak sesuai dengan apa yang telah
disepakati diawal perjanjian tanpa ada tambahan upah.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Willy Ninda Azhari, dengan judul
“Analisis Penetapan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja
Menurut Persefektif Akad ljarah Al-‘Amal (Suatu Penelitian Pada Petani Cabai
di Kecamatan Lhoong Aceh besar)”. *’ Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Willy Ninda Azhari ditemukan fakta bahwa hasil penelitian menunjukkan praktik
penetapan buruh petani cabai di Kecamatan telah disepakati oleh kedua belah

pihak, upah diberikan setelah pekerjaan selesai dan perjanjian kerjanya dilakukan

16 Nila Vonna Rahmi, Skripsi, “Pemberian Upah pada Buruh Cuci dan Setrika Pakaian
yang Dilihat dari Konsep Akad ljarah Bil ‘Amal (Studi Kasus di Gampong Ulee Lueng, Aceh
Besar ”, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2018.

1 Willy Ninda Azhari, Skripsi, “Analisis Penetapan Upah Buruh Petani Cabai
Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Persefektif Akad ljarah ‘dla Al- ‘Amal (Suatu Penelitian Pada
Petani Cabai di Kecamatan Lhoong Aceh besar) ”, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-
raniry, 2021) .
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secara tidak tertulis (Unformal). Dilihat dari segi rukun dan syaratnyanya, sistem
pengupahan yang ada di Kecamatan Lhoong ini telah sesuai dengan ketentuan
akad ijarah ‘ala al- ‘amal, namun sistem upah ini sewaktu-waktu dapat merugikan
petani disebabkan oleh hasil panen yang mampu dipetik oleh seorang pekerja
tidak sesuai dengan stabilitas harga cabai di pasaran.

Ketiga skripsi yang ditulis olen Nurul Chairi "Analisis Penetapan Upah
Tenaga Kerja Kontrak Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016
Berdasarkan Konsep ljarah ‘ala Al-‘Amal”.*® Penulisan skripsi ini menggunakan
metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa sistem penetapan
upah Tenaga Kerja Kontrak pada Dinas Pendidikan Aceh Jaya diberikan
berdasarkan tingkat pendidikan yaitu tenaga kerja di perkantoran tingkat SLTA,
Diploma I1, Diploma 111 dan Sarjana sebesar Rp. 1.000.000, guru tingkat Diploma
Il dan Diploma I1l sebesar Rp. 1.500.000, guru tingkat Sarjana Rp. 1.700.000.
Dalam konsep ijarah penetapan upah di Aceh jaya tidak sesuai, karena pemberian
upah (ijarah ‘ala al-‘amal) dalam Hukum Islam salah satunya harus dilihat
berdasarkan kebutuhan (dharuriyat) pekerja atau masyarakat setempat, agar
pekerja tidak merasa dizalimi. Sedangkan menurut Hukum Positif, tidak ada
kesesuaian penetapan upah di Aceh Jaya dengan UUKK Nomor 13 tahun 2003,
karena upah yang diberikan lebih kecil dari upah minimum Provinsi atau upah
minimum Kabupaten/Kota.

Keempat skripsi yang ditulis oleh Rizki Mulia Nanda dengan judul
“Mekanisme Pengupahan Karyawan Pada Suzuya Mall Banda Aceh Ditinjau
Dalam Perspektif Akad ljarah Al-‘Amal”.*® Penulisan skripsi ini menggunakan

metode penelitian kualitatif dengan metode empiris normatif, metode

18 Nurul Chairi, Skripsi, "Analisis Penetapan Upah Tenaga Kerja Kontrak Pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Berdasarkan Konsep ljarah ‘Ala Al- ‘Amal”, Banda
Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2018.

19 Rizki Mulia Nanda, Skripsi, “Mekanisme Pengupahan Karyawan Pada Suzuya
Mall Banda Aceh Ditinjau Dalam Perspektif Akad ljarah Al-Amal”, Banda Aceh: Universitas
Islam Negeri Ar-raniry, 2017.
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pengumpulan data penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library
Research) serta penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan di Suzuya
Mall Banda Aceh. Hasil penelitian ditemukan bahwa pihak Suzuya Mall
memberikan upah kepada karyawannya sesuai dengan UMP (Upah Minimum
Provinsi) yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- perbulannya. Namun itu belum tetap
karena apabila karyawannya telat masuk kerja maka akan mengalami potongan
upah dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut. Namun berbeda halnya jadwal
pulang kerja, para karyawan shift dua biasanya baru bisa meninggalkan
perusahaan satu jam setelah jadwal tutup karena harus membereskan barang pada
hari-hari biasa bahkan pada hari weekend jadwal perpulangan hingga pukul 00:00
termasuk menjelang lebaran yang bisa sampai jam 00:30 yang telah melebihi
beberapa jam dari jam kerja seharusnya. Adapun mekanisme pengupahan di
Suzuya Mall belum semuanya sesuai dengan ijarah ‘ala al- ‘amal terutama dalam
hal pemberian upah pada perusahaan tersebut. Karyawan pramuniaga tidak
pernah diberi penambahan upah kerja ketika adanya penambahan jam kerja pada
perusahaan tersebut sehingga tidak sesuai dengan syarat objek upah yaitu harus

sesuai dengan kadar pekerjaannya.

E. Penjelasan Istilah
Untuk mempermudah memahami penelitian ini, maka penulis akan
memberikan perjelasan terhadap beberapa istilah yang ada didalam karya tulis ini
guna memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca.
1. Perjanjian Kerja
Menurut pendapat Subekti, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian
antara seorang tuan atau majikan yang ditandai dengan ciri-ciri adanya upah

atau gaji, dan adanya suatu hubungan timbal balik.?® Jadi perjnjian kerja juga

20 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him. 46.
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dapat diartikan sebagai kesepahaman antara ke dua belah pihak untuk saling
terikat dalam suatu perjanjian.

Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun
2003 Pasal 1 Angka 14 adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh
dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak
dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut.?!

Dari beberapa pengertian di atas perjanjian kerja yang dimaksud oleh
penulis adalah, perjanian kerja yang berisi hak dan kewajiban antara PHL
dengan Polda Aceh yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

2. Pekerja Harian Lepas (PHL)

Pekerja Harian Lepas (PHL) adalah pekerja yang diikat dengan
hubungan kerja dari hari-kehari dan menerima penerimaan upah sesuai
dengan banyaknya hari kerja, atau jam kerja atau banyak barang atau jenis
pekerjaan yang disediakan. Disebut pekerja harian lepas karena yang
bersangkutan tidak ada kewajiban untuk masuk kerja dan tidak mempunyai
hak yang sama seperti pekerja tetap. Umumnya pekerja harian lepas adalah
pekerja yang mengerjakan pekerjaan yang sifatnya tidak terus menerus tetapi
bersifat musiman. 2

PHL yang dimaksud penulis disini adalah pekerja yang bekerja di
Polda Aceh yang direkrut melalui PT. Kutabaro Meugah Perkasa.

3. Akad [jarah ‘ala Al-‘Amal

Secara istilah figh, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab

(pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan)

sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.?3

21 Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Pedoman Terbaru Outsourcing Dan Kontrak Kerja:
Peraturan 2012 Tentang Outsourching Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, (Yogyakarta:
Pustaka Yustisia, 2012), hIm.76.

22 Djumadi, Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004),
him. 23.

23 Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 51.
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Menurut pendapat Nasrun Haroen dalam bukunya yang berjudul Figh
Muamalah ia mengatakan bahwa, lafas al-ijarah dalam Bahasa Arab
bermakna upah/gaji, sewa, jasa atau imbalan.?* Dengan demikian ijarah juga
dapat diartikan sebagai hubungan antara ke dua belah pihak yang
menghasilan timbal balik jasa dan upah. Sedangkan menurut pendapat
Sunarto Zulkifli memberikan definisi ijarah dengan transaksi pertukaran
antara ‘ayn berbentuk jasa atau manfaat dengan dayn.?

Terdapat nama khusus dalam hal ijarah yang sifatnya mempekerjakan
seseorang yang dikenal dengan istilah ijarah ‘ala al- ‘amal atau asykhas, yaitu
akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang. [jarah yang digunakan untuk
memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang
diperoleh. Pengguna jasa disebut musta’jir dan pekerja disebut ajir dan upah

yang diberikan disebut ujrah (fee).?®

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini

dilakukan agar memperoleh prosedur penelitian yang sesuai dengan ketentuan

dan syarat penelitian ilmiah. Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa

teori untuk mencari solusi atas permasalahan yang telah dirumuskan. Untuk

mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan prosedur atau langkah-

langkah penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study).

Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif,

24 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, Cet Il, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), him.

228.

Hak

him.

% Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah, (Jakarta: Zikra
im, 2003), him. 42.

26 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Cet.10, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016),
117.
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terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.
Penelitian studi kasus atau penelitian lapangan (field study) dimaksudkan
untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang masalah suatu
peristiwa yang sedang terjadi. Pada penelitian ini yang menjadi kasus adalah
perjanjian dan sistem kerja PHL Polda Aceh serta sistem penggajiannya
ditinjau melalui akad ijarah ‘ala al- ‘amal.
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah bersifat kualitatif
dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang
bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual
dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena
yang diselidiki.?” Dalam penelitian ini, penulis meneliti dan menyelidiki
tentang perjanjian dan sistem kerja PHL Polda Aceh serta sistem
penggajiannya ditinjau melalui akad ijarah ‘ala al- ‘amal.
3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data
diperoleh.?® Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data
yaitu:

a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh
peneliti dari sumber utamanya. Adapun yang menjadi sumber data
primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan beberapa pihak
terkait, seperti wawancara dengan supervisior PT. Kutabaro Meugah
Perkasa, wawancara dengan pihak kepala Sub Bagian Yanma
(Pelayanan Markas), serta wawancara dengan PHL yang bertugas di
Polda Aceh.

27 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), him. 63.
28 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2011), him 93.
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b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh
peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama mengacu pada
informasi yang telah ada. Dapat juga dikatakan data yang tersusun
dalam bentuk file-file. Dalam penelitian ini sumber data sekunder
adalah UU Ketenagakerjaan, Peraturan Mentri mengenai PKWT dan
PKWTT, serta buku-buku Figh, artikel, jurnal, dan juga situs web
yang berhubungan dengan objek penelitian tentang ijarah ‘ala al-
‘amal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara/ interview, pengumpulan data dengan jalan tanya
jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan
berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.?® Dalam penelitian ini,
wawancara dilakukan dengan satu orang supervisor PT. Kuta Baro
Meugah Perkasa, satu orang kepala Yanma Polda Aceh, serta lima
orang PHL yang bekerja di Polda Aceh.

b. Dokumentasi, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan
mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada atau catatan
tersimpan baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda,
dan sebagainya. Data dokumentasi pada penelitian ini adalah data
tentang hasil tender Polda Aceh dengan PT. Kuta Baro Meugah
Perkasa.

5. Objektivitas dan Analisis Data

Objektivitas dan validitas data dimaksudkan untuk melihat keabsahan

dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan

validitas tersebut penulis menggunakan langkah sebagai berikut:

29 Sutrisno Hadi, Metodologi Research 2, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas
Psikologi UGM, 1998), him. 136.
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a. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang
berkaitan.
b. Melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian.
6. Langkah-langkah Analisis Data
Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian
yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian.®® Dalam
penelitian ini penulis menganilisis data dengan menggunakan metode
deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskriptif,
gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-
sifat serta hubungan fenomena yang diteliti. Setelah data dikumpulkan dan
hasil wawancara diperoleh, penulis akan mengadakan pengolahan data dan
menganalisis data tersebut. Kemudian disajikan dan dijabarkan dengan kata-
kata yang lebih baik sebagai tujuan penulisan.
7. Pedoman penulisan
Pedoman penulisan berisi uraian tentang referensi yang digunakan
sebagai pedoman dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Perjanjian
Kerja Pekerja Harian Lepas (PHL) Pada Polda Aceh dan Sistem
Penggajiannya Berdasarkan Akad Jjarah ‘ala Al 'Amal”, antara lain
referensinya sebagai berikut:
a. Al-Qur’an dan Terjemahan
Al-Qur an adalah kalam Allah Swt. yang mengandung mukjizat
(sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan), diturunkan kepada
penutup para nabi dan rasul (yaitu Nabi Muhammad saw.), melalui
malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara
mutawatir, membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan

diakhiri dengan surah An-Nas.®!Al-Qur’an dan terjemahan adalah Al-

30 A, Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan,
(Jakarta: Prenadamediagroup, 2014), him. 255.

31 Muhammad Ali al-Subhani, al-Tibyan Fi Ulum Quran, (Bairut: Dar al-lrsyad, 1970),
him. 10.
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Quran yang digunakan sebagai pedoman penulisan dasar hukum utama
dalam skripsi, jika dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan secara khusus
hukum yang ada, maka dasar hukum dalam penulisan skripsi dapat
diambil dari Hadis.
b. Hadis

Hadis adalah segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan
persetujuan dari Nabi Muhammad saw. yang dijadikan ketetapan ataupun
hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber hukum dalam agama
Islam selain Al-Qur’an, Ijma’ dan Qiyas, dimana dalam hal ini,
kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur an.32

Ada banyak ulama periwayat hadis, namun yang menjadi
pedoman penulisan dalam skripsi ini ada tujuh ulama, yaitu Imam
Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Turmudzi, Imam
Ahmad, Imam Nasa’i, dan Imam Ibnu Majah. Dalam skripsi ini tidak
semua periwayat hadis digunakan sebagai dasar hukum, hanya beberapa
saja yang dipakai sebagai dasar hukum yang berhubungan dengan ijarah
‘ala al 'amal.
c. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kamus ekshahasa resmi
bahasa Indonesia yang disusun oleh Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Kamus Besar
Bahasa Indonesia menjadi acuan tertinggi bahasa Indonesia yang baku,
karena merupakan kamus bahasa Indonesia terlengkap dan paling akurat
yang pernah diterbitkan oleh penerbit yang memiliki hak paten dari
pemerintah Republik Indonesia yang dinaungi oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.

32 Nuruddin, Ulumul Hadis, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI), him. 58.
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Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk menjelaskan
pengertian istilah yang terkandung dalam judul skripsi “Analisis
Perjanjian Kerja Pekerja Harian Lepas (PHL) Pada Polda Aceh dan
Sistem Penggajiannya Berdasarkan Akad jarah ‘ala Al 'Amal”

d. Buku Pedoman Penulisan Skripsi

Buku pedoman penulisan skripsi adalah buku yang dipakai
sebagai panduan penulisan dan penyusunan skripsi. Buku ini digunakan
sebagai pedoman dalam penulisan skripsi agar tidak terjadi kerancuan
penulisan kata dan kalimat, serta mempermudah mahasiswa selama
proses penyusunan awal hingga akhir skripsi. Buku panduan penulisan
skripsi yang dipakai untuk menyusun skripsi ini adalah buku pedoman
penulisan skripsi revisi 2019 yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
pada tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para
pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan
peneliti. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab
menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling
terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya
adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan
istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang tinjauan teoritis mengenai pengertian dan
dasar hukum ijarah ‘ala al ‘amal, rukun dan syarat ijarah ‘ala al ‘amal, asas-asas

penetapan upah dalam akad ijarah ‘ala al 'amal, jenis-jenis upah dan gaji,
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standarisasi upah dalam hukum Islam dan hukum positif, serta pembatalan dan
berakhirnya ijarah ‘ala al ‘amal.

Bab tiga, merupakan pembahasan, yang membahas tentang gambaran
umum Polda Aceh, pertanggungan resiko kerja terhadap PHL di Polda Aceh,
kesesuaian antara upad dengan beban dan resiko kerja PHL di Polda Aceh, dan
sistem pengupahan PHL di Polda Aceh menurut perspektif akad ijarah ‘ala al
‘amal.

Bab empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang
berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan

penelitian.



BAB 2

KONSEP DAN DASAR HUKUM IJARAH ‘ALA AL 'AMAL
DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah ‘ald Al ‘Amal
1. Pengertian Ijarah ‘ala Al 'Amal

Secara bahasa, ijarah berasal dari kata al ajru yang berarti upah atau
ganti.® Secara figh, upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus
dibayarkan kepada pekerja atas tenaga yang telah ia berikan, sedangkan
dalam pengertian yuridis upah merupakan balas jasa yang berupa
pengeluaran-pengeluaran dari pihak pengusaha, yang diberikan kepada para
pekerja atas penyerahaan jasa - jasanya dalam waktu tertentu kepada pihak
pengusaha.®*

Al- ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan transaksi dalam figh
muamalah yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan hidup
manusia yang terkait dengan jasa dan manfaat, seperti sewa menyewa,
kontrak kerja, dan lainnya yang objeknya dimiliki oleh orang lain.*® Berbagai
bentuk modifikasi akad ijarah dilakukan untuk mewujudkan kepentingan
para pihak, secara umum, akad ijarah dipahami sebagai akad perburuhan atau
pekerjaan dalam dimensi pemanfaatan jasa seseorang untuk dimanfaatkan
oleh pihak lain.®®

Di kalangan para fugaha, terdapat beberapa definisi yang berbeda
tentang ijarah, kalangan ulama Hanafiyah mendefinisikan ijarah sebagai
akad atas suatu manfaat tertentu dari suatu benda atau jasa yang tidak

33 Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia, cet. Ke-14,
(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), him. 9.
3 G. Karta Sapoetra, Hukum Pemburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila,
(Jakarta: PT Sinar Grafika, 1987), him. 100.
35 Nasroen Harun, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), him. 228.
% 1bid., him. 236.
19
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bertentangan dengan syara’ dan diketahui besarnya manfaat yang digunakan
dalam waktu tertentu yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang
telah disepakati.3” Ulama Syafi’iyah mendifinisikan ijarah sebagai akad atas
suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, serta dapat
didermakan dan kebolehan dengan pengganti tertentu. Ulama Malikiyah
mendefinisikan ijarah sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu
yang dibolehkan dalam masa tertentu dengan disertai imbalan.

Dewan Syari’ah Nasional (DSN) mendefinisikan ijarah sebagai akad
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu
tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.®® Dari definisi-definisi di atas
dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang
bersifat prinsip diantara para ulama dalam mengartikan ijarah atau sewa
menyewa. Dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ijarah
atau sewa menyewa adalah pengambilan manfaat dari suatu benda, jadi
dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan terjadinya sewa-
menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari objek yang disewakan
(bukan barangnya).*°

Ijarah merupakan akad timbal-balik yang mana apabila seorang
pekerja telah memberikan manfaat berupa jasa kepada pemilik usaha maka
pekerja berhak mendapatkan upah atas manfaat yang telah diterima oleh
pemilik usaha tersebut. Dengan demikian, sangat jelas bahwa ijarah

merupakan suatu kesepakatan yang tertentu dan mengikat, dibuat oleh dua

37 Abdurrahman al-Jaziry, Kitab Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Jilid 111, (Beirut:
Dar al-Fikr, t.t), him. 98.

38 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu (Hukum Tranksaksi Keuangan,
Tranksaksi Jual Beli Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli Akad ljdrah (Penyewaan)),
Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 387.

3 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figh dan Keuangan, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2007), him. 138.

40 Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2004), him. 52.
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belah pihak atau lebih yang dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara
para pihak dalam memanfaatkan suatu harta atau jasa yang dimiliki/tersedia.
Dilihat dari objeknya ijarah diklasifikasikan ke dalam dua macam
yaitu ijarah yang bertujuan untuk memiliki manfaat dari suatu benda tanpa
memindahkan kepemilikiannnya yang biasa disebut ijarah al-manfa’ah dan
ijarah yang bertujuan untuk mempekerjakan seseorang dengan membayar
upah dari pekerjaan/jasa yang telah dilakukannya dikenal dengan ijarah ala
al- ‘amal. Contoh dari ijarah al-manfa’ah yaitu sewa-menyewa rumah, sewa
menyewa toko, sewa-menyewa kendaraan, sewa menyewa pakaian, sewa-
menyewa perhiasan, dan lain sebagainya. Apabila manfaat itu merupakan
manfaat yang dibolehkan oleh syara' untuk dipergunakan, maka para ulama
figh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Sedangkan
ijarah ala al-‘amal contohnya seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh
pabrik, tukang sepatu, jasa PHL dan lain sebagainya. Menurut para ulama
figh, Zjarah jenis ini hukumnya diperbolehkan apabila jenis pekerjaan itu
jelas. #
Adapun uraian dari pembagian ijarah ala al- ‘amal tersebut sebagai
berikut: 42
a. [jarah ala al- ‘amal yang bersifat pribadi
Terhadap orang yang dipekerjakan bersifat pribadi, maka seluruh
pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya.
Akan tetapi, para ulama figh sepakat menyatakan bahwa apabila objek
yang dikerjakannya itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaian dan
kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan
itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan

pakar figh, ia wajib membayar ganti rugi.

41 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, Cet.2 (Jakarta: Amzah, 2013), him. 329.
42 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), him. 236.
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b. [jarah ala al- ‘amal yang bersifat serikat

ljarah ala al-‘amal yang bersifat serikat ialah seseorang atau
sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang
banyak, seperti tukang jahit dan tukang sepatu. Apabila melakukan suatu
kesalahan sehingga sepatu orang yang diperbaikinya rusak atau pakaian
yang dijahit penjahit itu rusak, terhadap hal ini para ulama figh berbeda
pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu
Hanafi, Zufar ibn Huzail, Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat
bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan
kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka ia tidak dituntut ganti
rugi barang yang rusak tersebut.

Adapun mengenai jenis pekerja, dalam buku Figh Sunnah karangan
Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa pekerja terbagi menjadi dua macam, yaitu
pekerja khusus dan pekerja umum.*®

a. Pekerja khusus

Pekerja khusus adalah orang yang diupah untuk bekerja
selama masa yang diketahui. Apabila masanya tidak diketahui maka
pengupahan tidak sah. Masing-masing dari pekerja dan pengupah
boleh membatalkannnya kapan saja dia menghendaki. Apabila
pekerja telah menyerahkan dirinya kepada pengupah selama waktu
tertentu maka dia tidak berhak mendapatkan selain upah yang wajar
selama waktu dia bekerja. Selama masa yang disepakati dalam akad,
pekerja khusus tidak boleh bekerja untuk selain pengupah. Apabila
dia bekerja untuk selain pengupah selama masa ini maka upahnya
dikurangi sesuai dengan kadar pekerjaannya.

Pekerja khusus berhak mendapatkan upah setelah dia

menyerahkan dirinya dan tidak menolak untuk melakukan pekerjaan

43 Sayyid Sabig, Figh Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), him. 150.



23

yang untuk perkara tersebut dia di upah. Dia tetap berhak untuk
memperolah upah penuh meskipun pengupah membatalkan
pengupahan sebelum waktu yang disepakati, selama tidak ada uzur
yang mengharuskan pembatalan, misalnya pekerja tidak mampu
bekerja atau terserang penyakit yang tidak memungkinkannya untuk
melaksanakan pekerjannya. Apabila ada uzur, seperti cacat dan
ketidakmampuan, lalu pengupah membatalkan pengupahan maka
pekerja tidak mendapatkan selain upah atas waktu yang dia bekerja.
Pengupah tidak wajib membayarkan upah penuh.

b. Pekerja umum

Pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu
orang dan mereka semuanya memiliki bagian yang sama dalam
mengambil manfaat darinya, seperti tukang celup, tukang jahit,
tukang besi, tukang kayu, dan tukang setrika. Orang yang
mengupahnya tidak boleh menghalanginya untuk bekerja pada orang
lain. Dan dia tidak berhak mendapatkan upah kecuali setelah
mengerjakan pekerjaannya.

Asy-Syafi'i meriwayatkan bahwa Syuraih membebankan
tanggung jawab kepada tukang celup. Dia pernah membebankan
tanggung jawab kepada seorang tukang celup yang rumahnya
terbakar. Si tukang celup berkata, “bagaimana kamu bisa
membebankan tanggung jawab kepadaku, sedangkan rumahku telah
terbakar?” Syuraih pun berkata, “bagaimana jika seandainya
rumahnya yang terbakar, apakah kamu akan meninggalkan upahmu
darinya?”.

Sementara Abu Hanafi dan Ibnu Hamz berpendapat bahwa
tangannya adalah tangan pengemban amanat sehingga dia tidak
dibebani tanggung jawab kecuali karena bertindak lalim atau lalai. Ini
merupakan pendapat yang benar dari mazhab Hambali, dan hal ini
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merupakan hal yang benar di antara perkataan-perkataan Asy-

Syafi’i.Ibnu Hamz berkata, “sama sekali tidak ada tanggung jawab

atas pekerja umum atau pekerja khusus, tidak pula atas pengrajin,

kecuali apabila terbukti bahwa dia telah bertindak lalai dan
menelantarkan pekerjaannya”.**

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa baik pekerja umum
maupun pekerja khusus, tidak dibebankan terhadap mereka ganti rugi
apabila selama berlangsungnya akad ijarah ala al-‘amal terjadi
kerusakan, kecuali apabila terbukti bahwa pekerja umum maupun
pekerja khusus tersebut lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya
terhadap pekerjaan.

Menurut ulama figh ijarah ala al-‘amal ini harus tegas pada bentuk
pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh seorang yang akan dipekerjakan, hal
ini penting dilakukan supaya adanya kejelasan terhadap tanggung jawab dan
konsekuensi yang akan timbul dan akad ijarah ala al- ‘amal juga harus jelas
para pihak menyepakati bentuk jasa apa yang akan dilakukan termasuk
dengan spesifikasi pekerjaannya.*

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa
akad ijarah ala al-‘amal adalah suatu imbalan yang diterima pekerja/buruh
atas pekerjaan yang telah diselesaikannya yang diberikan oleh
pengusaha/majikan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh
kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Dasar Hukum Ijarah ‘ala Al ‘Amal
Dasar hukum merupakan suatu hal yang melandasi lahirnya sesuatu
atau menjadi pedoman atas suatu permasalahan yang ingin dipecahkan.

Hukum mengenai ijarah banyak dijumpai di dalam nash-nash Al-Qur’an dan

4 Ibid., hlm.159.
45 Nasrun Haroen, Figh Muamalah..., him. 236.
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Sunnah Rasulullah saw. serta juga dapat diteliti dalam penjelasan-penjelasan
di dalam ijma’ dan qiyas para ulama Figh. Semuanya merupakan landasan
hukum Islam untuk menentukan halal atau haramnya, boleh atau tidak boleh,
serta dibenarkan atau dilarangnya suatu tindakan hukum dalam syariat.*®

Hampir semua ulama ahli figh sepakat bahwa ijarah disyariatkan
dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu
Bakar al-Ahsam, Ismail ibn Aliah, Hasan al-Basri, al-Qasyani, Nahrawi, dan
ibn Qaisan beralasan bahwa ijarah adalah jual-beli kemanfaatan, yang tidak
dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan
jual-beli.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati ijarah
tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak
berbentuk, dapat dijadikan sebagai alat pembayaran menurut kebiasaan
(adat).*’

Berikut ini penulis paparkan beberapa dalil sebagai sumber hukum
dari akad ijarah ala al- ‘amal tersebut, yaitu:

a. Al-Qur’an
s nigg AN 52l 3 pdecat o4 el o2 Sy e O3 1A
O3asZ (55 Bl Ep B AL Ual (et el cas aks 333

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan

dunia, dan Kami telah meninggalkan sebahagian yang lain beberapa
derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang
lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka

kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf: 32)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia

tidak sama dalam hal kekayaan maupun keterampilan. Justru dengan

4 Abdul Rahman Ghazaly,Ghufron lhsan. dkk, Figih Muamalat. him. 277.
47 Rachmat Syafei, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), him. 123.
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perbedaan itulah yang membuat manusia saling membutuhkan dan saling
membantu, baik membantu secara sukarela tanpa imbalan maupun

bantuan berupa imbalan (upah).
u’j}.db G il i) V.(.l.c FU3 Y6 AT A O pjs o

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan menurut yang patut”.
(QS. Al-Bagarah: 233)

Avyat tersebut merupakan dasar hukum adanya sistem sewa dalam
Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat tersebut bahwa
seorang ibu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, hal ini
berlaku umum terhadap sewa menyewa maupun upah mengupah dalam
bentuk apapun sebagaimana ungkapan ayat di atas yang menunjukan
adanya jasa yang diberikan berkat kewajibannya membayar upah secara
patut.*® Dengan demikian, memakai jasa untuk menyusui anak juga
merupakan suatu bentuk ijarah ala al-‘amal, sehingga perlu diberikan
upah atau pembayaran sebagai ganti dari jasa tersebut.

o3 3855 3ol At B4 o< it O
“Kemudian jika mercka menyusui anak-anakmu untukmu maka
berikanlah kepada mereka upahnya”. (QS. ath-Thalag: 6)

Allah Swt. memerintahkan para bapak untuk memberikan upah
kepada wanita yang menyusui anak-anak mereka, ini menunjukkan bahwa
upah merupakan hak bagi wanita yang menyusui anak. Namun, hak itu
hanya akan ada bila ada akad. Jika ia menyusui tanpa akad (untuk diupah),
berarti ia bersedekah. Orang yang bersedekah (mutabarri’ah) tidak berhak

atas apa pun.*°

48 Syaekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2006),
him. 248.
4 Musthafa Dib al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerjasama Bisnis
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“Salah seorang dari wanita itu berkata: “‘Wahai bapakku, ambillah dia
sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan
pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya”. (QS. Al-
Qashash: 26)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, diperbolehkannya mengambil
seseorang yang baik untuk dipekerjakan, dan orang yang dapat
dipekerjakan adalah seorang yang kuat, dan dapat dipercaya dan tidak
berkhianat karena hal itu merupakan kebaikan bagi kedua belah pihak.*
b. Hadis

Hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan

Muslim: 5t

°wijz‘*ﬁbf\wﬁ>‘(’i‘”jw‘&\g‘a@‘ﬂbiﬂjbd‘wtgﬁ
(LT 5 s 5 glsdl ol)) Laie lgdisad Algn oIS 5 plabs n cpels
“Ibnu Abas r.a menceritakan, bahwa Rasulullah saw. berbekam, lalu
beliau membayar upah kepada orang yang membekam itu. Andaikan

cara itu haram, tentulah beliau tidak membayarnya.” (HR. Bukhari)
Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw. sendiri telah
melakukan praktik ijarah ‘ala al-‘amal, yaitu menyewa seorang tukang
bekam guna dipakai jasanya dan kemudian memberikan upah kepada
tukang bekam tersebut. Hadis di atas dapat dijadikan suatu landasan

hukum dari ijarah * ‘ala al- ‘amal.

dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam, (Jakarta Selatan: Hikmah, 2010)
him. 146.

50 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Wasith Jilid 3, (Al-Qashah-An-Naas), (Jakarta: Gema
Insani, 2013), him. 11.

L Ibnu Hajar Al-Aasgalani, Fathul Baari penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari,
Penerjemah, Amiruddin, Judul Asli, Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari, Jilid 13, Cet. 2,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), him. 58.
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Hadis Nabi Muhammad saw. riwayat Ibn Majah yakni: >

I3 ol eV slast ol g wle A o &1 Jser) JB jos o ) s
(b ool olyy) B8 ot O
“Dari Ibnu Umar R.A, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda,
berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”
(HR. Ibn Majah)

Hadis tesebut menjelaskan bahwa dalam persoalan sewa-
menyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu
pekerjaan, dalam pembayaran upah harus segera diberikan sebelum
keringatnya kering. Maksudnya, pemberian upah harus disegerakan dan
langsung, tidak boleh ditunda-tunda.

Dalam riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri Rasulullah

saw. bersabda: >
Sl gty 1 r 1B L o1 OF e A1 ) (5 dme G o
EB) A2 e olayg sidie S 3 B e olgy) o) 342 OF alad
Mg ol Gib o () 3

“Dari Abu Said al-Khudri RA, bahwa Nabi Muhammad saw.
bersabda: barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja, maka
hendaknya ia menentukan upahnya.” (HR. 'Abdul Razzaq dalam
sebuah hadis yang mungathi' (terputus sanadnya) dan al-Baihaqi
meriwayatkannya secara maushul (bersambung sanadnya) dari jalur
Abu Hanifah).

Maksud dari hadis ini ialah anjuran untuk menyebutkan upah agar
ia tidak menjadi sesuatu yang tidak diketahui, sehingga menyebabkan

terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikemudian hari. Jadi pada saat
awal melakukan perjanjian/kontrak kerja atas suatu pekerjaan, dalam

%2 |bnu Hajar Al-Aasgalani, Fathul Baari penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari,
Penerjemah, Amiruddin, Judul Asli, Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari..., him 130.
53 1bid., him. 148.
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kontrak perjanjian tersebut harus disebutkan secara jelas dan terperinci
mengenai tugas serta gaji/upah yang diterima oleh pekerja (hak dan
kewajiban).

Dalam landasan ijma’ mengenai disyariatkannya ijarah semua
ulama sepakat, mengenai bolehnya seorang Muslim untuk membuat dan
melaksanakan akad ijarah atau perjanjian sewa-menyewa, karena hal ini
sesuai dengan prinsip muamalah bahwa segala bentuk muamalah adalah
boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.>*

Dari keseluruhan ayat dan hadis yang telah penulis paparkan di
atas, dapat dipahami bahwa apabila seseorang telah melaksanakan
kewajibannya, maka mereka berhak atas imbalan dari pekerjaan yang
telah dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian yang telah mereka
perjanjikan. Allah Swt. juga menegaskan bahwa sewa-menyewa
dibolehkan, karena antara kedua belah pihak yang melaksanakan akad
sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima.

Dengan demikian, dalam ijarah ala al-‘amal pihak yang satu
memberikan jasanya kepada pihak yang lainnya dalam suatu pekerjaan
yang dibolehkan syariat dan pihak yang lain mempunyai kewajiban untuk
membayar atau memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal
ini, ijarah ala al-‘amal benar-benar merupakan suatu perbuatan yang
sama-sama menguntungkan antar pihak yang melakukan perjanjian

kerjasama.

B. Rukun dan Syarat Ijarah ‘ala Al ‘Amal
ljarah ‘ala al ‘amal memiliki banyak persamaan dengan transaksi jual beli

lainnya. Selain terlihat dari definisi di atas di dalamnya juga terkandung makna

%4 Khotibul Umam, Perbankan Syari‘ah, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016),
him. 123.
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pertukaran harta.>® Oleh karena itu dalam masalah rukun dan syaratnya, ljarah
‘ala al ‘amal juga memiliki rukun dan syarat yang berdekatan dengan jual beli.

Dalam persoalan rukun, baik rukun ijarah ‘ala al ‘amal maupun rukun
lainnya, ulama Hanafiyah lebih memandang pada substansi pekerjaan yaitu
sesuatu yang menunjukkan terjadinya akad, seperti ijab dan gabul.®® Oleh
karenanya yang menjadi rukun ijarah ‘ala al ‘amal dan kebanyakan transaksi lain,
menurut ulama Hanafiyah hanyalah ijab dan gabul dengan menggunakan lafal
upah atau sewa.

Dalam KHES Pasal 251, disebutkan bahwa rukun ijarah ‘ala al ‘amal ada
empat, yaitu pihak penyewa, pihak yang menyewakan, benda yang disewakan dan
akad.

Sementara menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.
09/DSN/MUI/2000, rukun akad ijarah ‘ala al ‘amal dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Sighat ijarah ‘ala al ‘amal, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari
kedua belah pihak yang berakad, baik secara verbal atau dalam bentuk
lain.

2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan
penyewa/pengguna jasa.

3. Objek akad ijarah ‘ala al ‘amal yaitu manfaat barang dan sewa atau
manfaat jasa dan upah.®’

Sedangkan jumhur ulama lain lebih memandang rukun sebagai unsur yang
membentuk sebuah perbuatan. Oleh karena itu rukun ijarah ‘ala al ‘amal menurut
mereka terdiri atas tiga unsur, yaitu aqid (mu jir dan musta jir), sighah (ijab dan
kabul), dan ma 'qud dlaihi (ujrah dan manfaat).

a. ‘Aqid (mu jir dan musta jir)

%5 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Cet |, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
him. 28.

% bid., him. 31.

57 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah, him. 121,
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Al-mu jir (,>5) terkadang juga disebut dengan al-ajir (L2Y') dan
al-mukary (_\S<l) yang ketiganya mengacu pada makna yang sama yaitu
pihak yang menyewakan atau pekerja. Sedangkan yang dimaksud dengan
al-musta jir adalah orang yang menyewa agar akad ijarah sah.>® Pelaku
akad ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1) Berakal

Dengan syarat berakal ini, maka tidak sah akad ijarah yang
dilakukan oleh orang gila dan kanak-kanak, baik ia sebagai penyewa
atau orang yang menyewakan, sebagaimana tidak sah jual beli yang
mereka lakukan. Agar akad tersebut berlaku mengikat dan
menimbulkan konsekuensi hukum, maka menurut ulama Hanafiyah,
pelakunya tidak dipersyaratkan telah baligh. Oleh karena itu akad
ijarah yang dilakukan anak-anak yang telah mumayyiz dan diizinkan
walinya berlaku mengikat dan berdampak hukum. Tetapi kalau
pelakunya berada dibawah pengampuan maka keabsahan akadnya itu
tergantung dari wali pengampuan.®®

Ulama Malikiyah menegaskan bahwa mumayyiz menjadi
syarat dalam akad ijarah dan jual beli. Sedangkan baligh menjadi
syarat yang menentukan berlaku mengikat atau tidaknya akad tersebut.
Menurut mereka, sah akad ijarah yang dilakukan seorang yang belum
baligh, akan tetapi akad itu harus bisa dieksekusi setelah mendapat
kerelaan (izin) dari walinya. Sementara menurut ulama Syafiiyah dan
Hanabilah untuk sahnya akad ijarah hanya mengemukakan suatu

syarat untuk pelaku akad, yaitu cakap hukum (baligh dan berakal),

%8 |bnu Hajar al-Asgalani, Bulughul Maram..., him. 460.
%9 Abdul Azis Dahlan, Eksiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ictiar Baru VVan Hoeve, 1996),
him. 39.
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alasan mereka adalah karena akad ijarah sama dengan jual beli yaitu
akad kepemilikan semasa hidup.°
2) Suka sama suka (=l c=)

Akad ijarah menjadi sah dilakukan apabila kedua belah pihak
melakukan akad tersebut secara suka sama suka atau rela, terbebas dari
paksaan dari pihak manapun. Konsekuensinya apabila akad dilakukan
dengan atas paksaan maka akad tersebut tidak sah. Hal tersebut
didasarkan firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa’ ayat 29 sebagai
berikut:

o, ~% 2
°

A o 58 5556 51 W) ol 18 Keat g8E ¥l 50 4

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha
penyayang kepadamu”.

Maksud ayat di atas ialah Allah Swt. melarang mengambil
harta orang lain dengan jalan yang yang bathil (tidak benar) kecuali
dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Allah Swt.
membolehkan dengan jual beli dengan dasar suka sama suka tanpa
suatu paksaan, karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah
walaupun ada bayaran atau penggantinya.®*

b. Shighat (ljab dan Kabul)
Sighat ijarah, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua

belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal maupun dalam

% 1bid., him. 742.
61 Sonhadiji, dkk, Al-Quran dan Tafsirnya, jilid Il, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,
1991), him. 159.
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bentuk lain yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah
pihak dalam melakukan sewa-menyewa.%?
C. Ma’qud ‘alaihi (manfaat dan upah)

Seperti transaksi pertukaran lainnya, dalam ijarah juga terdapat
dua buah objek akad, yaitu benda atau pekerjaan dan uang sewa atau upah.
Persyaratan masing-masingnya adalah sebagai berikut:

1) Barang dan pekerjaan yang diakadkan

Istilah yang digunakan untuk berakad atau pekerjaan yang di
ijarah kan juga beragam. Selain disebut dengan al-ma jur (Ls>l), ia
juga biasa disebut dengan al-mu’jar (L>34V), dan al-musta’jar
(»liwdl), Maksudnya adalah sesuatu yang diberikan dalam akad
ijarah. Barang atau pekerjaan yang diakadkan tersebut secara spesifik
harus memenuhi persyaratan berikut:

a) Objek yang di ijarah kan dapat diserah terimakan baik manfaat
ataupun bendanya, maka tidak boleh menyewakan sesuatu
yang tidak dapat diserah terimakan.

b) Manfaat dan objek yang di ijarah kan harus sesuatu yang
dibolehkan agama, artinya benda yang di ijarah kan itu
termasuk Klasifikasi harta mutagawwim. Seperti menyewa
buku untuk dibaca, menyewa rumah untuk didiami. Atas dasar
itu fugaha’ sepakat menyatakan tidak melakukan ijarah
terhadap perbuatan maksiat seperti menggaji seseorang untuk
mengajarkan ilmu sihir.

c) Manfaat objek akad yang di ijarah kan harus diketahui
sehingga perselisinan dapat dihindari. Pengetahuan kedua
belah pihak terhadap objek akad itu sendiri juga sangat

menentukan kerelaan kedua belah pihak.

62 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah..., him. 119.
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d) Jelas ukuran, untuk penentuan ukuran biasanya dipakai

9)

standard uang, ukuran berat dan jarak (gram, liter, meter dan
sebagainya), bilangan (ekor untuk hewan, buah untuk benda
dan lain sebagainya).

Diketahui batas waktunya, awal dan akhirnya. Penentuan batas
waktu ini biasanya mengikuti batasan waktu secara umum,
seperti jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan sebagainya.
Imbalan terhadap benda yang disewa atau pekerjaan yang di
upahkan harus ditentukan batas waktu.

Perbuatan yang di ijarah kan bukan perbuatan yang fardhu atau
diwajibkan bagi mu’ajir (penyewa) sebelum akad
dilaksanakan, seperti shalat, puasa,dan sebagainya. Dengan
kriteria ini menurut ulama Hanafiyah tidak sah mengupah
seseorang untuk mengajar seseorang Al-Qur’an dan ilmu
pengetahuan, sebagaimana tidak sahnya mengupah seseorang
untuk melakukan shalat dan puasa, karena semuanya itu
merupakan fardhu ‘ain bagi semua orang (termasuk si
pengupah). Akan tetapi menurut ulama Syafi’iyah boleh
mengupah orang yang mengajar Al-Qur’an dan ilmu
pengetahuan, sebab dalam hal itu yang terjadi adalah imbalan
terhadap pekerjaan yang jelas.

Manfaat yang di ijarah kan menurut kebiasaan memang dapat
di ijarah kan. Seperti menyewa toko, maka tidak boleh
menyewakan pohon untuk menjemur pakaian, karena hal itu

diluar kebiasaan.
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h) Pekerjaan yang di ijarah kan bukan sesuatu yang bermanfaat
bagi si pekerja. Oleh karena itu pada dasarnya tidak boleh
memberi upah seseorang atas ketaatan yang dilakukannya.®?

2) Upah

Selain disebut ujrah, upah atau sewa dalam ijarah juga
terkadang juga disebut dengan al-musta jar fih (48 saliwd) yaitu: harta
yang diserahkan pengupah kepada pekerja sehubungan dengan
pelaksanaan pekerjaan yang dikehendaki akad ijarah.%

Ada hak dan kewajiban yang menjadi dasar transaksi dalam
ekonomi Islam semuanya harus berjalan dengan syari’at dan
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan hadis
yang telah diproses dengan baik oleh para ulama. Maka dari itu
memberi pekerjaan harus dibarengi oleh upah yang sesuai, tidak ada
yang terdiskriminasi secara sepihak. Dalam hal ini sahnya ijarah ‘ala
al ‘amal dengan adanya upah atau imbalan harus memenuhi syarat-
syarat berikut ini:

a) Upah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam
pandangan syari’ah dan upah tersebut harus dinyatakan secara
jelas.

b) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai
dengan adat kebiasaan setempat apabila ia berbentuk jasa,
maka ia harus jasa yang tidak dilarang syara’.

c) Perbuatan yang di ijarah kan bukan perbuatan yang fardhu atas
mu’ajir (pekerja) sebelum akad dilaksanakan, seperti shalat,

puasa dan sebagainya.

him. 18.

83 Sayyid Sabiqg, Figh Sunnah..., him. 206.
8 Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Konstektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003),
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Dari beberapa konsep yang telah dikemukakan oleh para ulama dan
cendekiawan muslim dapat dipahami bahwa ijarah ‘ala al ‘amal merupakan suatu
akad perjanjian upah-mengupah untuk pemanfaatan jasa yang harus didasari
dengan adanya job description (deskripsi pekerjaan). Tidak dibenarkan mengupah
seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Hal ini
dapat menimbulkan tindakan yang dapat memberatkan pihak pekerja.

Job description merupakan suatu upaya penting dalam mewujudkan
kesejahteraan para pekerja. Hal ini dibutuhkan agar seorang pekerja tidak merasa
diberatkan oleh tumpukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Oleh karena
itu, dengan adanya job descripton tersebut permasalahan yang dihadapi oleh

seorang pekerja sedikit teringankan.®®

C. Asas-asas Penetapan Upah dalam Akad Ijarah ‘ala Al ‘Amal

Asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan untuk berfikir atau
berpendapat. Sedangkan dalam pengertian lain, asas yaitu prinsip dasar atau
fondasi dasar yang menjadi acuan berfikir seseorang dalam bertindak atau
mengambil keputusan.®® Oleh sebab itu penulis akan menjelaskan beberapa asas-
asas hukum yang berfungsi sebagai pedoman atau orientasi tentang perjanjian
penetapan upah. Adapun beberapa asas yang perlu diperhatikan untuk memenuhi
persoalan yang berkaitan dengan upah dan perjanjian dalam hukum Islam yaitu:

1. Asas Kerelaan (al-ridha)

Asas ini menjelaskan bahwa, dalam Islam setiap ketentuan perjanjian
kerja harus dijelaskan dan diberitahukan kepada pekerja/buruh, baik
itutentang upah, waktu kerja dan lainnya harus dijelaskan dandiberitahukan.
Kebijakan ini penting bagi para pihak untuk melindungi pekerja, karena

kerelaan para pihak terdapat pada kejelasan perjanjian yang telah dibuat. Jika

% 1bid., him. 185.
8 Azhar Basyir Ahmada, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam),
(‘Yogyakarta: Ull Press, 2000), him, 11.
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dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi sebagaimana disepakati maka, hal
tersebut dapat dikatakan tidak mencapai sebuah usaha yang dilandasi saling
rela antara pelaku, karena adanya ketidakjujuran dalam pernyataan.

Kerelaan merupakan sikap batin seseorang yang bersifat abstrak dan
untuk menunjukan sebuah kerelaan tersebut telah tecapai, perlu indikator
yang merefleksikannya.®” Artinya ada kejelasan perjanjian mengenai
penetapan upah tersebut secara terperinci sehingga para pihak dapat
dipastikan telah terpenuhi perjanjian kerja sesuai dengan yang disepakati
diantara keduanya. Oleh sebab itu, penetapan ketentuan mengenai upah harus
diformulasikan dengan ijab dan gabul agar tidak terjadinya penyimpangan
dari ketentuan ajaran Islam dan menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan
antara sesama manusia melalui perjanjian yang telah dibuatnya sehingga
dapat tercipta rasa suka sama suka atau kerelaan antar keduanya.

2. Asas Konsesualisme (ar-rad’ivyah)

Asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup
dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya
formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam perjanjian-perjanjian itu
bersifat konsensual.®®
3. Asas Ibahah (al-ibahah)

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat
secara umum Yyaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak
ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum
khusunya bagian perjanjian penetapan upah pekerja, maka ini berarti bahwa
tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat selama tidak ada

larangan khusus yang melarang mengenai perjanjian tersebut.

67 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama, Ed. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), him. 79.

88 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalah..., him. 87.
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4. Asas Keadilan (al- ‘adalah)

Adil adalah nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial
yang merupakan pusat orientasi dalam interaksi antar manusia.®® Dalam
hukum Islam, keadilan ditekankan kepada manusia dalam melakukan
perbuatan adil, karena keadilan merupakan salah satu sendi perjanjian yang
dibuat oleh para pihak.”

Oleh karena itu, prinsip keadilan ini sangat menentukan tingkat
keseimbangan pekerja dan pengusaha. Sebab keadilan ini merupakan suatu
asas yang bersifat multidimensional yang berintikan kebenaran dan tidak
pilih kasih atas pertimbangan subjektif, karena pelaksanaan dari asas ini
dalam perjanjian yaitu dituntut untuk berlaku adil dan benar dalam dalam
memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama seperti hak dan
kewajiban antara pihak misalnya dalam pengupahan atau pemberian upah
pekerja, tidak saling menzalimi tanpa merugikan pihak lain. Karena tujuan
asas ini yaitu untuk menghapuskan semua bentuk kezaliman dari masyarakat
seperti, ketidakadilan, ketidakmerataan, eksploitasi, penindasan, dan
kekeliruan sehingga seseorang menjauhkan hak orang lain atau tidak
memenuhi kewajiban terhadap mereka.”

Dasar hukum asas ini yaitu Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 8:
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“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil

% Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama..., him. 79.

0 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalah..., him. 92.

I M. Umer Capra, Islam dan Tantangan Ekonomi..., him. 211.
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itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
5. Asas Kebebasan (hurriyah)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam di mana para
pihak diberi kebebasan dalam membuat perjanjian. Bentuk dan isi perjanjian
tersebut ditentukan oleh para pihak.’”> Seperti bebas menentukan objek
perjanjian, dengan siapa membuat perjanjian dan bahkan asas ini juga bebas
dalam hal penetuan penetapan upah para pekerja serta bebas menentukan cara
penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari. Apabila bentuk dan
isi perjanjian telah disepakati, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak
yang mengharuskan dilaksanakannya segala hak dan kewajiban.”

Meskipun diberi kebebasan, namun dalam membuat perjanjian ini
tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan, penipuan dan lainnya karena hal
tersebut tidak terlepas dari ketentuan syariat Islam. Adapun tujuan dari asas
ini, yaitu untuk menjaga agar tidak terjadi hal saling menzalimi di antara
keduanya.” Adanya kebebasan dalam hukum Islam didasarkan pada QS. Al-
Maidah ayat 1, Allah Swt. berfirman:

5 e i ) o g o0 L SR gt g 0 G
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu. Dihalalkan
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum
menurut yang dikehendaki-Nya.”

2 Gemala Dwi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta:
Kencana, 2007), him. 31.

3 1bid.

4 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama..., him. 75.
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6. Asas Kepercayaan (al-amanah)

Asas ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad
baik dalam melakukan segala perbuatan dengan pihaknya.” Misalnya dalam
hal penetapan upah pekerja, pihak pengusaha tidak boleh berlaku curang
dalam hal pemberian upah yang telah disepakati karena pada asas ini setiap
akad wajib dilaksanakan oleh para pihak pekerja dan pengusaha sesuai
dengan kesepakatan mengenai persoalan penetapan upah oleh pihak
pengusaha agar terhindar dari cedera janji. Adapun landasan hukumnya pada
surat Al-Anfal ayat 27:

Zosfod o2 Q}“'.l’ 25 Nes gt SN A Lo i AT
O3R5 15T s (5525 J5ihs a 15352 Y sl 201 et

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah

dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati

amanat-amanat yang dipercaya kepadamu, sedang kamu mengetahui.”
7. Asas Persamaan dan Kesetaraan (al-musawah)

Asas ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang
sama untuk melakukan suatu perjanjian. Dalam melakukan perjanjian, baik
para pihak mempunyai kedudukan dan kesetaraan yang sama atau seimbang,
artinya, kedua belah pihak yang berserikat mempunyai hak dan kewajiban
yang harus dilaksanakan untuk pemenuhan prestasi dari apa yang telah
disepakatinya.’®
8. Asas Kebenaran dan Kejujuran (ash-shiddiq)

Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang sangat penting yang
harus dilakukan dalam segala bidang kehidupan pelaksanaan muamalah. Jika
kejujuran tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas

perjanjian itu sendiri dan akan dapat menimbulkan perselisihan di antara para

> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalah..., him. 91.
6 Gemala Dwi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia..., him. 33.



41

pihak.”” Oleh karena itu kejujuran sangat dituntut dalam melakukan hal
apapun, karena dengan adanya kejujuran maka dapat menghindarkan diri dari
perselisihan di antara para pihak. Sehubungan dengan itu, penipuan,
mengeksploitas orang lain yang tidak bersalah dan orang yang jahil atau
membuat pernyataan palsu mengenai perjanjian telah dibuat merupakan
perbuatan yang dilarang.

Dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan
penipuan. Termasuk berbohong dan menipu dalam hal memberikan hak
(berupah upah) kepada pihak pekerja. Berbohong atau menipu dalam
pemberian upah sangat besar pengaruhnya sehingga bisa menimbulkan
peselisihan dan merugikan pihak lain akibat perbuatan tersebut. Dalam QS.
Al-Ahzab ayat 70, Allah Swt. berfirman:

13z Y58 153335 4 1,45 14 301 AT

“Hai orang-orang yang beriman, bertagwalah kamu kepada Allah, dan
katakanlah perkataan yang benar.”
9. Asas Tertulis (al-kitabah)

Asas ini menyatakan bahwa, setiap perbuatan perjanjian hendaknya
dibuat secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi. Selain itu, apabila suatu
perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai misalkan perjanjian tentang
penetapan upah pekerja pada suatu perusahaan, maka dapat dipegang suatu
benda sebagai jaminannya sebagai alat bukti apabila terjadi permasalahan
dikemudian hari.”® Dengan adanya tulisan, saksi dan benda jaminan tersebut
dapat menjadi alat bukti atas perjanjian tersebut.

10. Asas Keseimbangan (at-tawazun f al-mu ‘awadhah)
Asas keseimbangan dalam transaksi tercermin pada dibatalkannya

suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok

T 1bid.
8 1bid., hIm. 37.



42

antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima. Meskipun secara faktual
jarang terjadi keseimbangan anatara pihak namun, dalam hukum Islam
perjanjian mengenai keseimbangan ini tetap harus ditekankan.”

11. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh
para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak
boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan. Apabila
dalam pelaksanaan perjanjian terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak
dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak
yang bersangkutan sehingga memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah
dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

Dari beberapa asas di atas, dapat diketahui bahwa, prinsip utama

penetapan pengupahan adalah terletak pada kejelasan akad transaksi dan

komitment melakukannya. Akad perburuhan adalah akad yang terjadi antara

pekerja dan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja mendapat pekerjaan atau

dipekerjakan, maka harus jelas bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja

dan besarnya upah serta tata cara pembayaran upah tersebut. Jika ketentuan

penetapan upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang berlaku adalah

upah yang disebutkan dan ditetapkan tersebut.

D. Jenis-jenis Upah dan Gaji

1. Pembagian upah menurut kesepakatan pemilik usaha dengan pekerja
yaitu:
a. Upah sistem waktu
Dalam sistem waktu besarnya upah ditetapkan berdasarkan standar

waktu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Besarnya upah sistem waktu

9 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih

Muamalah..., him. 90.
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hanya didasarkan pada lamanya waktu bekerja bukan dikaitkan dengan
prestasi kerja.®
b. Upah sistem hasil (output)

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan berdasarkan
kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti perpotong, meter, liter, dan
kilogram. Besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada
banyaknya hasil yang dikerjakan bukan pada lamanya waktu
mengerjakannya.8!

c. Upah sistem borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang menetapkan
besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama
mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa sistem borongan dilihat
berdasarkan rumit dan lama pengerjaannya, serta banyak alat yang
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.®?

d. Upah minimum

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No. 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum Pasal 1 ayat 1 menjelaskan
bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah
pokok termasuk tunjangan tetap.

Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan
rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota.
Pengusaha dilarang membayar upah pekerja atau buruh dibawah upah
minimum daerah dimana pekerja/buruh tersebut bekerja, termasuk kepada
pekerja atau buruh yang sedang dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan
pertama. Dalam hal apabila pengusaha belum mampu membayar upah

sebesar upah minimum maka dapat mengajukan penundaan ke instansi

8 Veithzal Rizai, Islamic Human Capital, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), him. 807.
8 1bid., him. 808.
8 hid.
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yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan untuk kurun waktu
tertentu.®
e. Upah kerja lembur

Upah kerja lembur adalah upah yang diberikan pengusaha sebagai
imbalan kepada pekerja karena telah melakukan pekerjaan atas
permintaan pengusaha yang melebihi dari jam kerjanya atau pada saat
istirahat, hari-hari besar yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini berarti
seorang pekerja telah bekerja melebihi 40 jam seminggu, maka pekerja
yang bersangkutan berhak menerima upah lembur. Membayar upah
lembur merupakan kewajiban pengusaha apabila pekerja sudah
melaksanakan pekerjaannya yang melebihi ketentuan jam kerja.?*

2. Jenis-jenis gaji berdasarkan kesepakatan para pihak dibagi menjadi tiga

bagian, yaitu:
a. Gaji pokok

Gaji pokok adalah manfaat jasa yang diberikan secara teratur atas
prestasi kerja yang diberikan kepada seorang karyawan. Gaji menurut
prestasi kerja ini sering disebut dengan gaji sistem hasil, penggajian
dengan cara ini dikaitkan secara langsung antara besarnya gaji dengan
prestasi kerja yang dilakukan.®
b. Tunjangan

Tunjangan adalah setiap tambahan benevit pada pekerja seperti
pemakaian kendaraan perusahaan, makan siang gratis, bunga pinjaman
rendah atau tanpa bunga, jasa kesehatan, bantuan liburan dan skema

pembelian saham.®®

8 Maimun, Hukum ketenagakerjaan Suatu Pengantar, (Jakarta: Pradnya paramita,
2007), him. 51.

8 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenakerjaan, Pasal 77, 78 dan 32.

8 Wursanto, Manajemen Kepegawaian, Jilid 2, (Yokyakarta: Kanisius, 1989), him. 26.

8 pass, Crishtopher, dan Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi, Edisi 2, (Jakarta:
Erlangga, 1997), him. 119.
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c. Insentif
Insentif adalah bentuk pembayaran langsung yang dikaitkan
langsung dengan kinerjanya, yang diartikan sebagai pembagian
keuntungan bagi karyawan akibat peningkatan produktivitas atau
penghemat biaya.®’
Pemilik usaha/majikan berkewajiban untuk mensejahterakan para
pekerjanya karena si pekerja mempunyai andil besar dalam mensukseskan
usaha si majikan, maka dalam hal ini pekerja berhak mendapatkan upah yang

layak.

E. Standarisasi Upah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Standarisasi Upah dalam Hukum Islam

Pada masanya Rasulullah saw. adalah pribadi yang menetapkan upah
bagi para pekerjanya sesuai dengan kondisi, tanggung jawab dan jenis
pekerjaan. Proses penetapan gaji atau upah yang pertama kali dalam Islam
dapat dilihat dari kebijakan Rasulullah saw. untuk memberikan gaji satu
dirham setiap hari kepada Itab dan Usaid yang diangkat sebagai gubernur
Makkah.®8

Kelayakan upah merupakan sebuah prinsip pemenuhan ekonomi bagi
pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan
atau pengusaha. Islam sangat memperhatikan masalah upah pekerja sebagai
hak dan gaji atas pekerjaan yang telah dikerjakan, sebegitu pentingnya
masalah upah pekerja, maka Islam memberikan pedoman kepada para pihak
yang memperkerjakan orang lain dengan prinsip pemberian upah yang adil

dan layak. Adil dalam hal ini bermakna jelas dan transparan adil yang

87 Veithzal Rizai, Islamic Human Capital..., him. 816-817.
8 Ahmad lbrahim Abu Sinn, Menejemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan
Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), him. 112.
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bermakna porposional artinya, pekerjaan seseorang akan dibalas menurut

pekerjaannya.?®

a. Upah yang layak dalam konsep Islam

Yang dimaksud layak yaitu bermakna cukup pangan, sandang dan
papan. Jika dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Mustawrid bin
Syaddad Rasulullah saw. bersabda: %
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“Diriwayatkan kepada kami Musa bin Marwan Ar-Ragi, diriwayatkan
kepada kami, Al-Mu’afa, diriwayatkan kepada kami Al-Auza’i, dari
Harits bin Yazid dari Jubair bin Nufair, dari Mustawrid bin Syadad aku
mendengar Nabi Muhammad saw. bersabda: “siapa yang menjadi pekerja
bagi kita, hendaklah ia mencarikan istri untuknya; seorang pembantu bila
tidak memilikinya, hendaklah ia mencarikannya untuk pembantunya, bila
ia tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah ia mencarikan tempat
tinggal. Abu Bakar mengatakan: “diberitakan kepadaku bahwa Nabi
Muhammad saw. bersabda: siapa yang mengambil sikap selain itu, maka
1a adalah seorang yang keterlaluan atau pencuri.” (HR. Abu Dawud)

Dari hadis di atas, dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang
diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu, sandang, pangan dan
papan. Maksudnya hubungan antara pengusaha dengan pekerja tidak

hanya sebatas hubungan formal, akan tetapi pekerja sudah dianggap

sebagai keluarga dari majikan itu sendiri.

8 Hendi Suhandi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), him. 110.
% |bnu Hajar Al-Aasgalani, Fathul Baari penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari,

Penerjemah, Amiruddin, Judul Asli, Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari..., him. 388.
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b. Layak bermakna sesuai dengan pasaran
Getenih (2531 3 13555 V5 2A5 AT (AT 1255 Yy

“Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan
janganlah kamu merajalela dimuka bumi membuat kerusakan.”
(QS. as-Syua’ra: 183)

Maksud dari ayat tersebut adalah majikan/pengusaha tidak boleh
merugikan karyawannya dengan cara mengurangi hak-hak dari pekerja
yang seharusnya ia peroleh.

c. Upah yang adil dalam konsep Islam
1) Adil berarti jelas dan transparan
Konsep upah yang adil atau setara menurut Ibnu Taimiyah
dalam perspektif ekonomi Islam adalah upah yang secara bebas
diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran pasar, tanpa
intervensi pemerintah.®® Prinsip keadilan terletak pada kejelasan akad
(transaksi) dengan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan
yaitu akad yang terjadi antara pekerja dan majikan. Dapat diketahui
bahwa sebelum pekerja dipekerjakan, maka upah yang diterimanya
harus jelas. Upah tersebut harus meliputi dengan tata cara pembayaran
upah yang lazimnya dan besarnya upah harus diperhatikan, karena
keterlambatan pembayaran upah termasuk perbuatan dhalim dan
orang yang tidak membayar upah para pekerjanya maka termasuk
orang yang dimusuhi oleh Nabi saw. pada hari kiamat kelak.

2) Adil berarti proporsional
7a,¢/°~} T o2, of /°/e}‘/v"//“/ae} - w‘i‘/”u} .

“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah
mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan
mereka dan mereka tidak dirugikan.” (QS. al-Ahgaf: 19)

%1 A A Islah, Konsep Upah Ibnu Taimiyah, (Surabaya: PT. Bina llmu, 1997), him. 99.
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“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah
diusahakannya” (QS. An-Najm: 39)

Ayat-ayat tersebut menerangkan bahwa pekerjaan seseorang
akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Menurut Abu ‘ala al-
Maududi kebijakan dalam penetapan gaji yang diperoleh harus
disesuaikan dengan pekerjaan. Islam sangat menghargai pengalaman
dan keahlian. Gaji boleh saja berbeda dari satu tempat dengan tempat
yang lain dan tergantung pada iklim dan ekonomi di suatu tempat,
tetapi perbedaan tersebut tidak seharusnya terukur. %2

Demikianlah, pekerja maupun pemilik usaha harus
memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan
dan hamba. Mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus
menunjukkan keadilan dalam hubungan mereka. Pemilik usaha tidak
boleh lupa bahwa karyawannya turut memiliki kontribusi dalam usaha
tersebut.

Tingkat upah minimum dalam Islam ditentukan dengan
memperhatikan kebutuhan dasar manusia yang meliputi sandang,
pangan dan papan. Seorang pekerja haruslah dibayar dengan cukup

sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarganya.

2. Standarisasi Upah dalam Hukum Positif
Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, disebutkan bahwa tenaga kerja

adalah “tiap-tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan” (di dalam atau

%2 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2010), him. 874.
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luar hubungan kerja) guna menghasilkan barang- barang dan atau jasa untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. %

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) mencantumkan: Tiap-
tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Pemerintah juga memiliki kepentingan untuk memajukan
ekonomi serta mensejahterakan seluruh masyarakat secara adil dan merata.
Baik pekerja/buruh maupun pengusaha adalah anggota masyarakat. Oleh
karena itu demi tercapainya pembangunan nasional, maka pemerintah mau
tidak mau selalu terbuka untuk terlibat dalam hubungan antara pekerja/buruh
dengan pemberi kerja. Misalnya, pemerintah turut terlibat dalam menentukan
upah minimum pekerja/buruh.®*

Eggi Sudjana menjelaskan, dalam penetapan upah minimun
diberlakukan agar penetapan upah sesuai dengan kebutuhan hidup pekerja.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka
4 memberikan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Kemudian
berkenaan dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ketentuan
Upah Minimun Regional (UMP) diserahkan ke masing-masing
provinsi/daerah tingkat | sehingga istilah UMR tidak lagi digunakan dan
diganti dengan sebutan Upah Minimum Provinsi (UMP). Ketentuan upah
minimum provinsi dilakukan dan ditetapkan oleh daerah masing-masing

dengan memperhatikan dasar pertimbangan penetapan upah minimum,

9 Eggi Sudjana, Buruh Menggugat Perspektif Islam, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
2002), him. 87.

% Kartasapoetra, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, (Jakarta:
Sinar Grafika, 1994), him. 93.
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keseimbangan upah antar daerah dan pencapaian kesejahteraan pekerja di

daerah otonomi masing-masing.®

Kemudian berkaitan dengan masalah upah minimum juga diatur

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan,
berikut isi Pasal 88:%

a. Setiap pekerja buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

b. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang

layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1),

pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi

pekerja/buruh.

c. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Upah minimum;

Upah bekerja lembur;

Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar
pekerjaannya;

Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;

Bentuk dan cara pembayaran upah;

Denda dan potongan upah;

Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

Struktur dan skala pengupahan yang proposional,

10) Upah untuk pembayaran pesangon; dan

11) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

% Eggi Sudjana, Buruh Menggugat Perspektif Islam. .., him. 95.
% |_embaran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenaga Kerjaan.
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d. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam
ayart (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan
memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi

Keterlibatan semua pihak terkait dengan hubungan kerja maupun
hubungan industrial, diharapkan mampu mengakomodir kepentingan seluruh
pihak sehingga upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah dapat
memberikan perlindungan hukum baik bagi karyawan maupun atasannya.

Pada tahun 2022 Gubernur Aceh telah menetapkan Upah Minimum
Kota (UMK) Banda Aceh melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh
Nomor 560/1765/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Penetapan Upah
Minimum Kota (UMK) Banda Aceh adalah sebesar Rp 3.280.327 per
bulan.®’

Lebih lanjut UMP yang telah penulis paparkan di atas diperuntukan
bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Sedangkan bagi
karyawan yang masa kerjanya lebih dari satu tahun, dilakukan atas
kesepakatan tertulis antara pekerja dengan perusahaan.

Pemerintah dengan tegas menyatakan kepada seluruh perusahaan atau
pemilik usaha yang tidak memberikan upah sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3)
Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dari pemaparan penulis mengenai standarisasi upah menurut Islam dan

hukum positif diatas, dapat diketahui bahwa dalam hal pemberian upah Islam dan

hukum positif berjalan seiringan, dalam artian baik dalam Islam maupun hukum

" Budiyono, “Penetapan Upah Minimum dalam Kaitannya dengan Perlindungan bagi
Pekerja/Buruh dan Pekembangan Perusahaan” (Tesis yang tidak dipublikasikan), Magister lImu
Hukum di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2007, him. 94.
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positif pembayaran upah secara layak sangat diutamakan agar tidak ada pihak

yang merasa dirugikan.

F. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah ‘ald Al ‘Amal

Liarah termasuk kedalam jenis akad yang lazim (mengikat) sehingga
kedua orang yang berakad tidak berhak membatalkannya. Hal ini disebabkan
ijarah adalah akad pertukaran, sehingga hanya dapat berakhir jika didapati hal-
hal yang mewajibkan pembatalan.®® Akad ijarah berakhir apabila terjadi hal-hal
berikut:%

1. Menurut Mazhab Hanafi, meninggalnya salah satu pihak yang berakad
menyebabkan ijarah berakhir. Hal ini karena akad ijarah tidak dapat
diwariskan. Namun, menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak
tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad ijarah. Hal tersebut
disebabkan ijarah adalah akad yang lazim, yang mana musta ’jir memiliki
manfaat atas barang yang disewa sekaligus juga sebagai hak milik yang
tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.

2. Iqgalah, yaitu pembatalan kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah adalah
akad mu’awadhah (tukar menukar) harta dengan harta, sehingga
memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (igalah) seperti halnya jual
beli. Dalam KHES disebutkan bahwa akad ijarah dapat diubah,
diperpanjang, atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

3. Rusaknya barang (objek) yang disewakan jika objek tersebut spesifik
seperti rumah atau binatang tunggangan yang spesifik, atau rusaknya
barang yang dijadikan sebab sewa atau diupahkan, misalnya kain yang
disewakan untuk dijahit, sehingga ijarah tidak mungkin untuk diteruskan.

% Sayyid Sabig, Figh Sunnah..., him. 160.
% Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, him. 429.
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4. Telah berakhirnya masa sewa, kecuali jika ada udzur. Udzur yang
dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudaratan bagi
yang melakukan akad.

Ulama Hanafiyah, sebagaimana dikutip Wahbah Zuhaili membagi udzur

(alasan) yang mewajibkan fasakh dalam tiga jenis, antara lain:1%

a. Udzur dari pihak penyewa (musta’jir), misalnya, jika penyewa
bangkrut atau beralih dari pekerjaan/profesi tertentu ke profesi lain.
Dalam hal ini seperti bangkrutnya perusahaan sehingga tidak lagi
sanggup untuk mengupah pekerja (ajir), atau beralihnya status
perusahaan yang menyebabkan sistem kepemimpinan maupun
operasional perusahaan mengalami perubahan.

b. Udzur dari pihak yang menyewakan, misalnya, jika yang
menyewakan tertimpa utang yang sangat besar dan tidak dapat
melunasinya kecuali dengan menjual barang yang ia sewakan dan
membayar utang dengan pembayaran yang ia terima atau ajir tertimpa
musibah seperti sakit sehingga pekerjaan menjadi tertunda.

c. Udzur pada barang yang disewakan/diupahkan. Seperti jika seorang
menyewa kamar mandi kemudian ternyata semua penduduk kampung

itu pergi (hijrah) maka ia tidak wajib membayar upahnya.

100 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu..., him 407-408.



BAB 3
PERJANJIAN DAN SISTEM KERJA PEKERJA HARIAN
LEPAS (PHL) PADA POLDA ACEH DAN SISTEM
PENGGAJIANNYA BERDASARKAN AKAD IJARAH ‘ALA
AL 'AMAL

A. Gambaran Umum Polda Aceh

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan Kepolisian adalah segala
hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga. Istilah Kepolisian dalam
undang-undang tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan
lembaga polisi, apabila dicermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian sebagai salah satu
fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom serta memberikan
pelayanan kepada masyarakat, sedangkan lembaga Kepolisian adalah organisasi
pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan
menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.®:

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional
di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri
mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin
oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi
Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan.
Organisasi Polri Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Mabes Polri). Sedangkan organisasi Polri Tingkat Kewilayahan
disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).%?

101 3adjijono, Memahami Hukum Kepolisian, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2010),
him. 56.
192 Fairus, dkk, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam, (Banda Aceh: Kapolda Aceh, 2009), him. 2.
54
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Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan
pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas
menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang
bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu olen Wakil Kapolda
(Wakapolda). Kepolisian Daerah (Polda) adalah salah satu instansi pemerintah
yang bergerak dalam bidang keamanan negara. Pelayanan merupakan hal yang
sangat penting karena mereka dihadapkan langsung dengan masyarakat.%®

Polda Aceh karena tergolong polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala
kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau (Inspektur Jenderal Polisi).
Pada masa Polri bergabung dengan TNI, Polda Aceh (kala itu bernama Komando
Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) 1/Aceh) masih dipimpin oleh perwira
tinggi berpangkat brigadir jenderal polisi atau satu bintang di pundaknya. Kapolda
Aceh pada era transisi reformasi (1997-1999) yang terakhir menjabat ialah
Brigjen Pol Djuharnus Wiradinata. Saat ini, Irjen Pol Ahmad Haydar menjabat
sebagai Kapolda Aceh menggantikan Irjen Pol Wahyu Widada. %

Polda Aceh dalam struktur kepengurusannya memiliki beberapa satuan
kerja diantaranya, Bidang Propam Polda Aceh (Bid Propam), Bidang Keuangan
Polda Aceh (Bidkeu), Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Aceh
(Ditpamobvit), Bidang Operasional Perencanaan Anggaran (Biro Rena), Bidang
Operasional Operasi (Biro Ops), Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Polda Aceh (Bid Tik), Bidang Hukum Polda Aceh (Bidkum), Samapta
Bhayangkara (Dit Samapta), Direktorat Reserse Kriminal Khusus
(Ditreskrimsus), Direktorat Pembinaan Masyarakat (Dit Binmas), Bidang
Hubungan Masyarakat (Bid Humas), Direktorat Intelijen Keamanan Polda Aceh
(Ditintelkam), Direktorat Narkoba (Dit Narkoba), Direktorat Reserse Kriminal

103 Adit Setiawan, Panduan Lolos Seleksi Masuk Polri, (Semarang: Media Inspirasi
Semesta, 2015), him. 8.
104 Diakses melalui https://aceh.polri.go.id, 28 Januari 2022, Pukul 22.00.
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Umum (Ditreskrimum), Satuan Brimob Polda Aceh (Satbrimob), Bidang
Kedokteran Dan Kesehatan Polda Aceh (Biddokkes), Direktorat Lalu Lintas
Polda Aceh (Ditlantas), Pelayanan Markas (Yanma), Bidang Operasional
Logistik (Biro Logistik), serta Staff Pribadi Pimpinan (Spripim).

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan markas, satuan kerja yang
bertanggung jawab adalah bagian Pelayanan Markas Kepolisian Daerah Aceh
(Yanma Polda Aceh). Yanma merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah
Kapolda. Yanma bertugas menyelenggarakan pelayanan markas antara lain
pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, dan
urusan dalam di lingkungan Polda. Dalam melaksanakan tugasnya, Yanma Polda
Aceh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: Memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan terhadap tamu dan anggota Mapolda Aceh; Menjaga
dan menjamin keamanan Mapolda beserta fasilitasnya; Melaksanakan pelayanan
dan perawatan kantor dan anggota tepat pada sasaran; serta Menjaga kebersihan,

kerapian dan keindahan kantor beserta lingkungannya.*®®

B. Pertanggungan Resiko Kerja terhadap Pekerja Harian Lepas (PHL) di
Polda Aceh

Menurut Pasal 56 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, perjanjian kerja terbagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara
pekerja/buruh dengan pengusaha/perusahaan untuk mengadakan hubungan kerja
dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara.®
Berdasarkan ketentuan yang dimaksud, maka jelaslah bahwa perjanjian kerja
untuk waktu tertentu tidak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

105 1bid.
106 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.
100/MEN/V1/2004, Pasal 1, angka 1.
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Perjanjian kerja tertentu diadakan karena jenis dan sifat pekerjaan yang menjadi
objek perjanjian kerja tersebut memang mengharuskan demikian. Misalnya saja
suatu pekerjaan yang menjadi objek perjanjian kerja adalah pembangunan sebuah
gedung. Maka para pihak, yaitu pengusaha dan pekerja, dalam membuat
perjanjian kerja, haruslah dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerja Tertentu.%’

Sedangkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah
perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/perusahaan untuk
mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. PKWTT dapat dibuat secara
tertulis maupun secara lisan dan tidak wajib mendapatkan pengesahan dari
instansi ketenagakerjaan terkait. Jika PKWTT dibuat secara lisan, maka klausul-
klausul yang berlaku diantara mereka (antara pengusaha/perusahaan dengan
pekerja) adalah klausul-klausul sebagaimana yang diatur dalam UU
Ketenagakerjaan.!% PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling
lama 3 (tiga) bulan. Selama masa percobaan pengusaha wajib membayar upah
pekerja dan upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang
berlaku.

Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, berdasarkan
prinsipnya Pekerja Harian Lepas (PHL) tergolong ke dalam pekerja yang
hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).%°
Sehingga pekerjaanya bersifat tidak tetap, yang berarti pekerjaan tidak memiliki
kaitan langsung dengan perusahaan atau badan usaha sehingga pekerjaannya
bukan merupakan suatu kegiatan permanen.

Secara lebih rinci Pekerja Harian Lepas (PHL) dapat diartikan sebagai
pekerja yang diikat dengan hubungan kerja dari hari-kehari dan menerima
penerimaan upah sesuai dengan banyaknya hari kerja, atau jam kerja atau banyak

barang atau jenis pekerjaan yang disediakan. Disebut PHL karena yang

197 Djumadi, Hukum Perburuhan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), him. 62.
108 |bid.
109 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.
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bersangkutan tidak ada kewajiban untuk masuk kerja dan tidak mempunyai hak
yang sama seperti pekerja tetap. Umumnya PHL adalah pekerja yang
mengerjakan pekerjaan yang sifatnya tidak terus menerus tetapi bersifat
musiman.’'® Yang membedakan pekerja tetap dengan pekerja PHL pada
umumnya adalah jangka waktu kerjanya dalam sebulan tidak lebih dari 21 hari
kerja. Apabila jika PHL dipekerjakan selama 21 hari atau lebih selama 3 bulan
berturut-turut, maka PHL yang bersangkutan akan menjadi pekerja tetap
(karyawan tetap), karyawan yang hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian
Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Hal ini seperti ditentukan dalam Pasal 10
ayat (4) PP No. 35 Tahun 2021: “Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja 21 (dua puluh
satu) hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih maka Perjanjian
Kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku dan
Hubungan Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh demi hukum berubah
berdasarkan PKWTT. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, maka secara hukum
Perjanjian Kerja hariannya menjadi tidak berlaku, dan pekerja harian yang
bersangkutan menjadi karyawan tetap yang untuk itu tidak memerlukan lagi
perjanjian tertulis atau keputusan tertulis lainnya.”1

Di dalam praktiknya, ketentuan tentang penyediaan jasa pekerja yang
diatur dalam peraturan di atas akhirnya memunculkan pula istilah outsourcing,
dalam hal ini maksudnya adalah penyerahan pekerjaan tertentu suatu perusahaan
kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan tujuan untuk membagi resiko dan
mengurangi beban perusahaan tersebut. Penyerahan pekerjaan tersebut dilakukan
atas dasar perjanjian kerjasama operasional antara perusahaan pemberi kerja
(principal) dengan perusahaan penerima pekerjaan (perusahaan outsourcing).

Dalam praktiknya, perusahaan principal menetapkan kualifikasi dan syarat-syarat

110 Djumadi, Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004),
him. 23.

111 peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Pasal 10 ayat (4) tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu.
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kerja, dan atas dasar itu perusahaan outsourcing merekrut calon tenaga kerja.
Hubungan hukum pekerja bukan dengan perusahaan principal tetapi dengan
perusahaan outsourcing dalam kaitannya dengan ini, ada 3 pihak dalam sistem
outsourcing yaitu:'*2

1. Perusahaan principal (pemberi kerja)

2. Perusahaan jasa outsourcing (penyedia tenaga kerja)

3. Tenaga kerja

Menurut hasil wawancara penulis dengan supervisor PT. Kuta Baro
Meugah Perkasa, PHL yang ditugaskan di Polda Aceh bekerja mulai dari pukul
06.00 sampai pukul 12.00 dari hari Senin sampai dengan hari Jum’at. Sehingga
apabila dilihat dari segi jumlah jam kerja PHL Polda Aceh sudah memenubhi
aturan Undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020, yang menyebutkan bahwa
pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) tidak boleh memiliki jam kerja lebih dari 21 hari atau lebih selama 3
bulan berturut-turut atau lebih.

Polda Aceh dalam proses mencari perusahaan outsourcing menggunakan
sistem tender. Pada awalnya terdapat lima perusahaan yang mengikuti tander.
Kemudian kelima perusahaan tersebut diseleksi berdasarkan syarat kualifikasi
yang telah ditentukan pihak Polda Aceh. Syarat kualifikasi yang harus terpenuhi
yaitu:

1. Perusahaan tersebut memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)!®
dan juga sudah memiliki TDP (Tanda Daftar Perusahaan)*';

2. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan:

112 |ibertus Jehani, Hak-hak Karyawan Kontrak, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), him.
12

113 SJUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) adalah izin operasional bagi perusahaan atau
badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli
barang/jasa.

114 TDP (Tanda Daftar Perusahaan) adalah dokumen resmi pengesahan bahwa suatu
usaha atau perusahaan telah melaksanakan kewajiban dalam pendaftaran usaha atau perusahaan
berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaanya, dan memuat hal-hal yang wajib
didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
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Memiliki Sertifikat ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu;
Memiliki Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan;
Memiliki Sertifikat BPJS Kesehatan;

Memiliki Surat Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja

o o~ w

Buruh dari Instansi yang Berwenang;

7. Perusahaan telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir yaitu SPT tahun
2019;

8. Perusahaan memiliki pengalaman pada Divisi sejenis paling kurang 1
(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik pada
lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub
kontrak pada pengadaan jasa pembersih umum bangunan;

9. Perusahaan tidak masuk dalam daftar hitam?*'®;

10. Perusahaan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)**®;

11. Perusahaan dapat menyediakan supervisor yang memiliki pengalaman
minimal 1 (satu) tahun dan bertugas sebagai pengawas lapangan;

12. Perusahaan dapat menyediakan PHL yang memiliki kemampuan sebagai
cleaner minimal berpengalaman 1 (satu) tahun dan bertugas sebagai
pekerja;

13. Perusahaan memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas atau
peralatan atau perlengkapan; serta

14. Perusahaan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak
pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.

Dalam proses seleksi tersebut hanya PT. Kuta Baro Meugah Perkasa yang

memenuhi semua persyaratan di atas, sehingga dalam hal ini PT. Kuta Baro

15 Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa yang
dikenakan sanksi oleh K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi
lainnya).

116 NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
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Meugah Perkasa memenangkan tender Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman
Mapolda Aceh tahun anggaran APBN 2020. Tender tersebut mulai berlaku sejak
tanggal 13 Maret tahun 2020 dan berakhir pada tahun 2021. Kurang lebih terdapat
18 orang PHL yang ditempatkan di Polda Aceh.*’

Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pengaturan mengenai
outsourcing disebutkan secara tegas. Bidang-bidang yang dapat di-outsource oleh
suatu perusahaan adalah bagian-bagian yang tidak berkaitan dengan bisnis inti.
Aturan ini kemudian mendorong banyak perusahaan menyerahkan pekerjaan-
pekerjaannya kepada perusahaan outsourcing seperti satpam, cleaning service,
dan beberapa bidang lainnya yang tidak berkaitan dengan bisnis inti.

Dalam melaksanakan tugasnya, PHL Polda Aceh bertanggung jawab
dalam bidang cleaning service. Tugasnya yaitu membersihkan seluruh
lingkungan Polda Aceh, mulai dari halaman depan, halaman belakang, beberapa
ruangan, halaman samping Polda Aceh, serta terdapat beberapa PHL yang
ditugaskan khusus untuk membersihkan rumah Kapolda. Dari hasil wawancara
dengan Della selaku supervisor PT. Kutabaro Meugah Perkasa, sistem kerja PHL
Polda Aceh berada dalam pengawasan langsung pihak PT. Kutabaro Meugah
Perkasa sebagai penyedia PHL dan mengikuti aturan dan ketetapan aturan yang
berlaku di Polda Aceh. PHL Polda Aceh sebelum ditempatkan di lokasi yang telah
ditentukan, terlebih dahulu mengikuti training selama satu bulan. Setiap harinya
ada satu orang supervisor lapangan yang berasal dari PT. Kuta Baro Meugah
Perkasa yang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol kinerja PHL. Apabila
ada pekerjaan PHL yang dirasa kurang bersih atau ada kekurangan, maka pihak
Yanma Polda Aceh akan menghubungi supervisor tersebut.*8

Setiap pekerjaan pastinya memiliki resiko kerja yang berbeda-beda, sama

halnya dengan PHL yang bekerja di Polda Aceh. Resiko kerja dapat diartikan

117 Diakses melalui LPSE.aceh.polri.go.id, pada tanggal 4 Maret 2022.
118 Wawancara dengan Della selaku supervisor PT. Kutabaro Meugah Perkasa, pada
tanggal 5 Oktober 2021.
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sebagai suatu akibat dari suatu keadaan yang memaksa sehingga menimbulkan
masalah bagi pihak lainnya baik dampak secara materil maupun efek secara moril
yang harus ditanggulangi segera oleh manajemen perusahaan untuk mencegah
kerugian lebih lanjut.*® Menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu PHL,
diketahui bahwa pernah terjadi kasus kecelakaan kerja PHL pada saat jam kerja.
Salah satu PHL terluka pada bagian kakinya terkena mesin pemotong rumput.
Selain itu pernah juga PHL yang sedang bekerja terjatuh ke dalam selokan, dan
mengalami luka-luka.?°

Dikarenakan PHL Polda Aceh merupakan tenaga outsourcing, pihak
pekerja tidak melakukan kontrak secara langsung dengan Polda, PHL
dipekerjakan oleh perusahaan PT. Kutabaro Meugah Perkasa dan ditempatkan di
Polda Aceh, sehingga menjadi pertanyaan pihak mana yang akan bertanggung
jawab terhadap kecelakaan kerja yang menimpa PHL tersebut. Setelah penulis
melakukan penelitian, ternyata pihak Polda Aceh sama sekali tidak ikut campur
dan tidak bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap PHL.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan apabila tenaga kerja telah
ditempatkan, maka hubungan kerja yang terjadi sepenuhnya adalah pekerja
dengan perusahaan pemberi kerja bukan dengan lembaga penempatan tenaga
kerja.1?

Menurut supervisor PT. Kuta Baro Meugah Perkasa apabila terjadi
kecelakaan kerja kepada PHL pada saat jam kerja, pertanggungan resiko kerja
untuk semua pekerja ditanggung oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan berupa

119 Subekti, Aneka Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), him. 92.

120 \Wawancara dengan Ikhsan selaku pekerja harian lepas (PHL) Polda Aceh, pada
tanggal 4 Oktober 2021.

121 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
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tanggungan berobat dan rawat inap. Selain itu untuk yang meninggal dunia dalam
bekerja mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).1?2

Dalam penyediaan jasa pekerja, perusahaan pemberi kerja tidak berhak
memperkerjakan pekerja untuk melaksanakan kegiatan pokok/kegiatan yang
berhubungan dengan proses produksi dan hanya boleh digunakan untuk
melaksanakan kegiatan jasa penunjang/kegiatan yang tidak berhubungan
langsung dengan proses produksi. Kegiatan yang dimaksud, antara lain usaha
pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyedia makanan bagi pekerja
(catering), usaha tenaga pengaman/satuan pengaman (security) usaha jasa
penunjang di pertambangan dan perminyakan serta usaha penyedia angkutan
pekerja.!®

PT. Kuta Baro Meugah Perkasa tidak membuat kontrak secara tertulis
dengan PHL, hanya berupa kontrak lisan. Dimana pihak perusahaan menjelaskan
tentang tata cara kerja, kewajiban PHL, upah yang didapatkan, serta tunjangan
yang akan didapatkan oleh PHL. Karena tidak dibuat perjanjian hitam diatas
putih, apabila suatu saat terjadi sengketa, pihak PHL akan sangat dirugikan.

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan diketahui bahwa,
walaupun PHL bekerja di Polda Aceh akan tetapi Polda Aceh tidak memiliki
kewajiban ataupun keharusan untuk bertanggung jawab apabila terdapat PHL
yang mengalami kecelakaan kerja. Hal ini dikarenakan PHL merupakan tenaga
outsourcing yang dipekerjakan oleh perusahaan PT. Kutabaro Meugah Perkasa
dan ditempatkan di Polda Aceh. Dalam hal ini, PT. Kuta Baro Meugah Perkasa
yang bertanggung jawab untuk menanggung segala bentuk resiko kerja yang bisa
saja terjadi kapanpun. Akan tetapi apabila kecelakaan kerja terjadi di luar jam

kerja yang telah disepakati, perusahaan sama sekali tidak akan bertanggung

122 Wwawancara dengan Della selaku supervisor PT. Kutabaro Meugah Perkasa, pada
tanggal 5 Oktober 2021.
123 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
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jawab. Yang harus bertanggung jawab adalah pihak yang meminta PHL untuk
bekerja di luar jam Kerja tersebut.

C. Kesesuaian Antara Upah dengan Beban dan Resiko Kerja Pekerja
Harian Lepas (PHL) Polda Aceh

Kecenderungan beberapa perusahaan untuk mempekerjakan karyawan
dengan sistem outsourcing pada saat ini, umumnya dilatarbelakangi oleh strategi
perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production).
Dengan menggunakan sistem outsourcing ini, pihak perusahaan berusaha untuk
menghemat pengeluaran dalam membiayai Sumber Daya Manusia (SDM) yang
bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan hukum ketenagakerjaan,
istilah outsourcing sebenarnya bersumber dari ketentuan yang terdapat dalam
pasal 64 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang
menyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan
atau penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. 1%*

Secara legal sebenarnya tidak ada hubungan organisatoris antara
organisasi dengan pekerja, karena secara resmi pekerja adalah tetap karyawan dari
perusahaan outsourcing. Upahnya pun dibayarkan oleh perusahaan outsourcing
setelah pihaknya memperoleh pembayaran dari perusahaan pemakai tenaga kerja.
Tentu saja upah itu diberikan setelah dipotong oleh perusahaan outsourcing.
Perintah kerja walaupun sejatinya diberikan oleh perusahaan pemakai tenaga
kerja akan tetapi resminya juga diberikan oleh perusahaan outsourcing.?

Cara seperti ini memberikan keuntungan bagi perusahaan pemakai tenaga
kerja dari kerepotan dalam hubungan karyawan dan majikan bagi perusahaan

pemakai tenaga kerja. Perusahaan tidak perlu memikirkan berbagai kesulitan

124 Andrian Sutedi, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him. 217.
125 Gunarto Suhardi, Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing,
(Universitas Atmajaya: Yogyakarta, 2006), him. 32.
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tentang tuntutan kenaikan upah (UMR), tidak menanggung biaya kesehatan, biaya
pemutusan hubungan kerja dengan karyawan outsourcing, dan lain-lain hal yang
sepatutnya menjadi beban majikan. Bahkan dapat juga diperjanjikan bahwa
semua kerugian dan tuntutan disebabkan kesalahan pihak karyawan menjadi
tanggung jawab pihak perusahaan outsourcing.

Polda Aceh dan PT. Kuta Baro Meugah Perkasa juga menerapkan praktik
yang sama pula. Dimana Polda Aceh sebagai pihak yang memakai tenaga kerja,
PT. Kuta Baro Meugah Perkasa sebagai pihak outsourcing, sedangkan PHL
sebagai karyawan outsourcing. Dalam melakukan perkerjaannya PHL Polda
Aceh sudah diberikan Alat Pelindung Diri Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3) oleh perusahaan. Sehingga apabila nanti terjadi kecelakaan kerja, akibat
yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

Upah atau gaji merupakan hak pekerja/burun yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja
kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau
akan dilakukan.?

Setiap bulannya PHL menerima upah sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta
empat ratus ribu rupiah) dibayarkan secara tunai oleh perusahaan. Berdasarkan
hasil wawancara dengan salah satu PHL, ia menyebutkan bahwa pihak PT. Kuta
Baro Meugah Perkasa tidak menyebutkan kapan tanggal pasti tepatnya upah akan
dibayarkan. Pihak PHL hanya diberitahu upah akan dibayarkan di setiap awal
bulan. Terkadang PHL menerima upah pada tanggal 2, namun terkadang
perusahaan memberikan upah PHL pada tanggal 5 atau diatas tanggal 5. la juga
menambahkan terkadang PHL diminta bekerja di luar jam kerja yang telah

ditentukan sebelumnya, misalnya pada saat Polda Aceh mengadakan acara.

126 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
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Biasanya PHL akan selesai bekerja sampai malam hari. Jika pihak Polda
menambah jam kerja atau meminta PHL lembur, PHL akan diberikan bonus
sesuai jam Kkerja yang bertambah. Selain itu, Polda Aceh terkadang juga
memberikan bingkisan yang berisi sembako dan hal lain yang dibutuhkan PHL.*?’

Sementara dari perusahaan sendiri juga memberikan tunjangan kepada
PHL, seperti THR (Tunjangan Hari Raya) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu
rupiah) per PHL, akan tetapi menurut PHL yang penulis wawancara, pihak
perusahaan tidak pernah memberikan bonus dalam bentuk apapun selama mereka
bekerja dengan perusahaan tersebut.

Upah merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh
mana pemilik usaha memahami dan mewujudkan karakter sosial mereka, karena
persoalan upah pada dasarnya merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan
penghargaan dan wujud tolong menolong antar manusia terhadap sesamanya,
sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada prinsipnya Islam sangat menghendaki
bahkan memberi dorongan agar manusia saling tolong menolong antara yang satu
dengan yang lainnya dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam
Al-Qur’an:

“eo0% 087, o jof//y/‘f‘é ~ IS W 04740 & oAZo. (To . % 4% /&w, 22 es S o 4]
Qyww)j@.lj\eﬁ;-\éwwwf&)u})dwr&
T P AN LR L@ e Z 0. oaf 0. % 8% P .o,
d&@%&)&)}bﬁ&@v@)%%))ﬁ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan
Kami telah meninggalkan sebahagian yang lain beberapa derajat, agar
sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat
Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf: 32)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah memberikan kelebihan

kepada sebagian manusia atas sebagian yang lain agar manusia itu dapat saling

127 Wawancara dengan Ikhsan selaku pekerja harian lepas (PHL) Polda Aceh, pada
tanggal 4 Oktober 2021.
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membantu antara satu sama lain, yaitu dengan cara melakukan akad ijarah, karena
dengan akad tersebut sebagian manusia dapat mempergunakan sebagian yang
lainnya.'?®

Dalam hubungan industrial khususnya yang menyangkut masalah upah,
Islam menganjurkan adanya kesepakatan melalui musyawarah baik dalam
menentukan besaran upah yang akan diterima maupun waktu pembayarannya
atau pelaksanaan pembayaran upah tersebut, agar masing-masing pihak yaitu
antar pekerja dan pengusaha dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan
baik tanpa ada halangan dari salah satu pihak sehingga dapat tercipta hubungan
kerja yang baik. Begitu pula dalam hal ketenagakerjaan, Islam mengajarkan
bahwa hubungan kerja yang dibangun antara pengusaha dengan pekerja bukanlah
hubungan yang semata-mata untuk mencari keuntungan yang sebanyak-
banyaknya dengan mengesampingkan kesejahteraan pihak lain (pekerja)
melainkan juga merupakan hubungan yang dibangun sebagai bentuk saling tolong
menolong antara sesama manusia. Dengan kata lain ini juga merupakan bagian
dari ibadah dan amal shaleh bagi sesama manusia.

Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan standarisasi pekerja dan
perburuhan, termasuk tingkat upah yang diatur dalam lingkup wilayah atau
provinsi, yang dikenal dengan UMR (Upah Minimum Regional) dan UMP (Upah
Minimum Provinsi) sebagai bentuk standarisasi kelayakan upah dan juga sebagai
bentuk proteksi terhadap pekerja yang diberikan oleh pihak pengusaha melalui
upah atas apa yang telah dilakukan oleh para pemain tersebut. Bentuk kelayakan
upah harus seimbang diberikan sesuai dengan bentuk jasa yang diberikan, dalam
artian sama-sama mendapatkan keuntungan atau dalam kata lain lebih dikenal
dengan sama-sama mendapatkan haknya yang cukup, karena hal tersebut
dianggap hal yang lumrah dan semestinya diterapkan, guna agar tidak terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan dan demi keberlangsungan yang baik. Akan tetapi upah

128 Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), Tafsir Al-Azhar, Jilid 9, (Selangor,
Malaysia: Pustaka Nasional PTE LTD Singapore, 2007), him. 6549.
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yang didapatkan oleh PHL jauh dari jumlah UMP yang telah ditetapkan
pemerintah. Sedangkan jumlah upah yang diterima PHL jauh dari standar UMP
yang ditetapkan pemerintah. Walaupun demikian, perusahaan dan PHL sudah
menyepakati hal tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, tidak ada pihak yang
merasa dirugikan dengan jumlah upah yang diberikan tersebut.

Di dalam Islampun tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang
besarnya upah yang harus diberikan kepada pekerja. Namun pada prinsipnya upah
yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Jadi, jika,
ijarah tersebut merupakan suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya
adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan apabila tidak ada pekerjaan lain dan
apabila akad upah mengupah sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai
pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah
wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang
diterimanya.*?

Bentuk akad yang digunakan dalam kesepakatan antar PT. Kuta Baro
Meugah Perkasa dengan PHL Polda Aceh adalah akad sewa atau ijarah. Dilihat
dari objeknya, bentuk akad ijarah yang digunakan dalam perjanjian antara PT.
Kuta Baro Meugah Perkasa dengan PHL Polda Aceh adalah ijarah yang bersifat
(jasa) yaitu memperkerjakan seseorang dalam keahliannya untuk melakukan
suatu pekerjaan atau prestasi. Hal ini diperbolehkan oleh jumhur ulama dengan
catatan pekerjaan itu jelas dan sesuai syariat. Sedangkan dari upah mengupah
berbentuk ijarah khusus yakni orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain
dengan orang yang memberinya upah.**

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, beban dan resiko kerja
yang diterima PHL sudah sesuai dengan upah yang diberikan. Dimana selain

upah/gaji pokok, PHL juga diberikan bonus apabila lembur, diberikan sembako,

129 sayyid Sabig, Figh Sunnah: Penerjemah: Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk (Surakarta:
Insan Kamil, 2016), him. 166.
130 Qamarul Huda, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), him. 85.
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serta juga diberikan THR (Tunjangan Hari Raya). Polda Aceh sebagai pemakai
tenaga kerja dari PHL sudah menjalankan kewajibannya, yaitu memberikan upah
yang telah disepakati diawal perjanjian. Sementara pihak perusahaan dalam hal
ini PT. Kuta Baro Meugah Perkasa juga sudah memberikan kewajibannya yaitu
memberikan upah sesuai kesepakatan, menjamin keselamatan para PHL,
bertanggung jawab apabila PHL mengalami kecelakaan kerja pada saat jam kerja,
serta memberikan THR pada saat hari raya.

Hanya saja, dikarenakan tidak adanya kontrak yang dibuat secara tertulis
sehingga ketentuan mengenai waktu pemberian upah kepada PHL menjadi tidak
jelas. Dikarenakan pihak PT. Kuta Baro Meugah Perkasa tidak memberitahukan
secara pasti, tepatnya tanggal berapa upah PHL akan diberikan setiap bulannya.
Karena tidak ada kekuatan hukum tertulis sehingga menjadikan tidak adanya
kepastian hukum yang dapat diajukan dikarenakan kesepakatan hanya dibuat
secara verbal, tidak di atas hitam dan putih.

D. Sistem Pengupahan Pekerja Harian Lepas (PHL) di Polda Aceh Menurut
Persefektif Akad Ijarah ‘ald Al ‘Amal

Upah atau gaji merupakan hasil yang diperoleh oleh seseorang setelah
melakukan suatu pekerjaan. Upah sangat dilindungi oleh negara karena upah
merupakan suatu hak yang harus diberikan sesegera mungkin agar tidak terjadi
kecurangan dikemudian hari. Apabila jika perjanjian yang di lakukan
menggunakan perjanjian lisan yang tidak ada bukti yang menjadi penguat, begitu
juga perjanjian yang sudah menggunakan tulisan agar membuat kontrak sejelas
dan serinci mungkin dan di ketahui oleh kedua belah pihak, agar tidak terjadi
kecurangan dikemudian hari, sehingga suatu lembaga yang bergerak dibidang
jasa, diwajibkan memberikan upah yang sesuai dan tepat waktu pada karyawan

dan tidak mendzalimi para pekerjanya.
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Secara bahasa, ijarah berasal dari kata al ajru yang berarti upah atau
ganti.’® Secara figh, upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus
dibayarkan kepada pekerja atas tenaga yang telah ia berikan, sedangkan dalam
pengertian yuridis upah merupakan balas jasa yang berupa pengeluaran-
pengeluaran dari pihak pengusaha, yang diberikan kepada para pekerja atas
penyerahaan jasa - jasanya dalam waktu tertentu kepada pihak pengusaha.*?

Al-ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan transaksi dalam figh
muamalah yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan hidup
manusia yang terkait dengan jasa dan manfaat, seperti sewa menyewa, kontrak
kerja, dan lainnya yang objeknya dimiliki oleh orang lain.!3® Secara umum ijarah
dibagi menjadi dua bagian, yaitu ijarah ‘ald al ‘amal dan ijarah ‘ala al manfa’ah,
yang menjadi titik fokus penulis disini adalah ijarah ‘ala al ‘amal. Ijarah ‘ala al
‘amal merupakan suatu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa, dalam
ijarah ini bersifat pekerjaan atau jasa dalam artian dengan cara mempekerjakan
seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.*** Pengertian ijarah ‘ala al ‘amal
tersebut sesuai dengan praktik pengupahan PHL yang bertugas di Polda Aceh.

Dalam Islam, ijarah ‘ala al ‘amal telah disyariatkan sebagai akad tijari
yang dilakukan dengan orientasi profit, sehingga pihak pemilik usaha dengan
pihak pekerja terikat akad dalam bentuk simbiosis mutualisme, dengan
mengedepankan kebutuhan satu pihak kepada pihak lain untuk menghasilkan
perbuatan tertentu sesuai order. Oleh karena itu, apabila akad ijarah ‘ald al ‘amal
telah sempurna dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat seperti yang

telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka sistem akad ijarah ‘ala al ‘amal

181 Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia, cet. Ke-14,
(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), him. 9.

182 G. Karta Sapoetra, Hukum Pemburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila,
(Jakarta: PT Sinar Grafika, 1987), him. 100.

133 Nasroen Harun, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), him. 228.

134 Ibid., him. 251.
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ditentukan pada bentuk pekerjaan dan pembayaran upah harus dilakukan pada
pihak pekerja.'*®

Dalam menjalankan bisnis ataupun hubungan kerja, satu hal yang sangat
penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk
memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan
sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan
isinya.'*® Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi
dapat diartikan sebagai kemitraan yang berbingkai dengan nilai-nilai syari’ah.**’
Menurut para Ulama Figh, kata akad didefiniskan sebagai hubungan antara ijab
dan gabul sesuai dengan kehendak syari’at yang menetapkan adanya pengaruh
(akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan
bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat
diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad
ini diwujudkan pertama, dalam ijab dan gabul. Kedua, sesuai dengan syari’at.
Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.**

Akad perjanjian upah antara PT. Kuta Baro Meugah Perkasa dengan pihak
PHL Polda Aceh dilakukan dengan cara lisan atau melalui pembicaraan, sehingga
perjanjian tidak tertulis dengan jelas dan tidak dapat menjadi sebuah bukti bahwa
telah terjadi akad diantara keduanya. Secara figh muamalah, akad upah antara PT.
Kuta Baro Meugah Perkasa dengan pihak PHL Polda Aceh tidak sesuai dengan
hukum Islam, karena di dalam akad tidak dinyatakan tentang apabila terjadi
keterlambatan pembayaran upah.

Pihak PT. Kuta Baro Meugah Perkasa juga tidak memberitahu dengan
jelas kapan upah tersebut akan dibayarkan, pihak PHL hanya diberitahu upah

135 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakart: PT Rineka Cipta, 2001), him. 427.

136 T.M. Hasbi Ash-shidiqy, Pengantar Figh Muammalah (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)
him. 8.

187 Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012) him.71.

138 Faturrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah (Bandung: PT. Cipta Adhiya
Bhakti, 2001) him. 247.
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kontrak akan dibayarkan disetiap awal bulan, tidak ada pemberitahuan secara
pasti tanggal berapa tepatnya upah akan diterima PHL.

Seharusnya pihak perusahaan PT. Kuta Baro Meugah Perkasa membuat
perjanjian yang berisikan ketentuan - ketentuan ataupun syarat kontrak bagi PHL,
ataupun perusahaan membuat selembar surat tanda tangan kontrak antara PHL
dan pihak PT. Kuta Baro Meugah Perkasa, sehingga terjadilah perikatan bagi
keduanya yaitu adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dimana
salah satu pihak melakukan suatu pekerjaan (jasa) dan pihak lain memberikan
upah atas pekerjaan tersebut. Apabila dikaitkan dengan masalah yang sedang
dibahas maka, pihak PT. Kuta Baro Meugah Perkasa melaksanakan tugasnya
dengan membayar upah dan kompensasi yang berhak diterima dan PHL
berkewajiban melakukan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan. Jika pihak PT.
Kuta Baro Meugah Perkasa lalai atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
yang telah disepakati, maka pihak PT. Kuta Baro Meugah Perkasa telah
melakukan wanprestasi. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah PT.
Kuta Baro Meugah Perkasa terkadang telat membayarkan upah PHL. Maka
dengan jelas PT. Kuta Baro Meugah Perkasa telah lalai dalam menjalankan
tugasnya terhadap apa yang disepakati diawal perjanjian. Karena akad
(perjanjian) dilakukan secara lisan, sehingga sulit bagi pihak PHL untuk menuntut
atas hak yang seharusnya mereka terima.

Di dalam Islam Allah Swt. dengan tegas memerintahkan umatnya untuk
melaksanakan akad sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua
belah pihak. Sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan ataupun tidak ada
pihak yang merasa terzalimi. Dalam hal ini pihak PT. Kuta Baro Meugah Perkasa
membayarkan upah bagi PHL yang telah melakukan tugasnya sesuai dengan
kesepakatan bersama.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
pihak PT. Kuta Baro Meugah Perkasa dan pihak PHL telah melakukan hubungan

kerja, karena memenuhi unsur-unsur sebagimana yang disebutkan pada pasal 1
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angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu
adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah dan hubungan kerja tersebut
didasarkan dengan adanya perjanjian kerja waktu tertentu, hal ini dikarenakan
pekerjaan PHL bersifat sementara. Sesuai dengan pasal 51 angka 2 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa perjanjian yang
tertulis harus dijalankan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan penulis sebelumnya, perjanjian yang terjadi
antara pihak PT. Kuta Baro Meugah Perkasa dengan pihak PHL dilakukan secara
tidak tertulis, sehingga hubungan kerja antara keduanya tidak dapat dijadikan
sebagai acuan hukum antara kedua pihak. Hal ini mengakibatkan PHL Polda Aceh
akan lebih dirugikan dalam suatu hubungan kerja tersebut.

Akan tetapi menurut analisa penulis, keterlambatan pemberian upah yang
dilakukan PT. Kuta Baro Meugah Perkasa tidak sampai melewati tanggal 10
setiap bulannya. Menurut PHL, upah mereka dibayarkan dalam rentang tanggal 2
sampai sebelum tanggal 10, tidak sampai ke pertengahan bulan. Sehingga PHL
tetap masih bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, dan mereka pun tidak
merasa dirugikan.

Dapat penulis simpulkan bahwa, keterlambatan pembayaran upah tersebut
tidak menjadikan suatu hukum karena menurut akad ijarah ‘ala al ‘amal
perjanjian hubungan kerja antara PT. Kuta Baro Meugah Perkasa dengan PHL itu
sah dilakukan namun penundaan pembayaran upah yang berhak diterima oleh
PHL merupakan sesuatu yang dilarang di dalam Islam, sehingga menyebabkan

adanya cacat akad.



BAB 4
PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir riset yang penulis lakukan, menyajikan beberapa
kesimpulan yang relevan dengan substansi penelitian tentang perjanjian dan
sistem kerja PHL Polda Aceh dan sistem penggajiannya berdasarkan akad ijarah

‘ald al ‘amal. Adapun beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

A. Kesimpulan
Kesimpulan merupakan jawaban rumusan masalah dari hasil penelitian
yang penulis lakukan di atas, jadi penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. PHL Polda Aceh merupakan tenaga outsourcing, pihak pekerja tidak
melakukan kontrak secara langsung dengan Polda, PHL dipekerjakan
oleh perusahaan PT. Kutabaro Meugah Perkasa dan ditempatkan di Polda
Aceh. PT. Kuta Baro Meugah Perkasa yang bertanggung jawab untuk
menanggung segala bentuk resiko kerja yang bisa saja terjadi kapanpun.
Akan tetapi apabila kecelakaan kerja terjadi di luar jam kerja yang telah
disepakati, perusahaan sama sekali tidak akan bertanggung jawab. Yang
harus bertanggung jawab adalah pihak yang meminta PHL untuk bekerja
di luar jam kerja tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan
apabila tenaga kerja telah ditempatkan, maka hubungan kerja yang terjadi
sepenuhnya adalah pekerja dengan perusahaan pemberi kerja bukan
dengan lembaga penempatan tenaga kerja.

2. Beban dan resiko kerja yang diterima PHL sudah sesuai dengan upah
yang diberikan. Dimana selain upah/gaji pokok, PHL juga diberikan
bonus apabila lembur, diberikan sembako, serta juga diberikan THR
(Tunjangan Hari Raya). Polda Aceh sebagai pemakai tenaga kerja dari
PHL sudah menjalankan kewajibannya, yaitu memberikan upah yang

telah disepakati diawal perjanjian. Sementara pihak perusahaan dalam hal
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ini PT. Kuta Baro Meugah Perkasa juga sudah memberikan kewajibannya
yaitu memberikan upah sesuai kesepakatan, menjamin keselamatan para
PHL, bertanggung jawab apabila PHL mengalami kecelakaan kerja pada
saat jam kerja, serta memberikan THR pada saat hari raya.

3. Akad perjanjian upah antara PT. Kuta Baro Meugah Perkasa dengan
pihak PHL Polda Aceh dilakukan dengan cara lisan atau melalui
pembicaraan, sehingga perjanjian tidak tertulis dengan jelas dan tidak
dapat menjadi sebuah bukti bahwa telah terjadi akad diantara keduanya.
Secara figh muamalah, akad upah antara PT. Kuta Baro Meugah Perkasa
dengan pihak PHL Polda Aceh tidak sesuai dengan hukum Islam, karena
di dalam akad tidak dinyatakan tentang apabila terjadi keterlambatan
pembayaran upah. Keterlambatan pembayaran upah tersebut tidak
menjadikan suatu hukum karena menurut akad ijarah ‘ala al ‘amal
perjanjian hubungan kerja antara PT. Kuta Baro Meugah Perkasa dengan
PHL itu sah dilakukan namun penundaan pembayaran upah yang berhak
diterima oleh PHL merupakan sesuatu yang dilarang di dalam Islam,

sehingga menyebabkan adanya cacat akad.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai analisis perjanjian kerja
pekerja harian lepas (PHL) pada Polda Aceh dan sistem penggajiannya
berdasarkan akad ijarah ‘ala al 'amal, terdapat beberapa saran yang ingin penulis

sampaikan:

1. Dalam praktik perjanjian kerja antara PT. Kuta Baro Meugah Perkasa
dengan PHL seharusnya dibuat suatu perjanjian tertulis. Agar ketentuan-
ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat

diketahui dengan jelas.
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2. Seharusnya pihak PT. Kuta Baro Meugah Perkasa memberitahukan
dengan jelas kepada PHL mengenai waktu pasti pemberian upah.
Diberitahukan tanggal pastinya kapan upah akan diberikan tiap bulannya.

3. PHL Polda Aceh sebaiknya memberitahukan atau menyarankan pihak PT.
Kuta Baro Meugah Perkasa untuk membuat perjanjian secara tertulis.
Agar terdapat kepastian hukum diantara kedua belah pihak, dan tidak ada

pihak yang akan dirugikan apabila dikemudian hari terjadi sengketa.
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Lampiran 2: Daftar pertanyaan wawancara PHL Polda Aceh

NO PERTANYAAN WAWANCARA
1. | Sudah berapa lama bekerja di PT. Kuta Baro Meugah Perkasa?
9 Apa saja syarat yang diminta oleh PT. Kuta Baro Meugah Perkasa
" | pada saat perekrutan karyawan?
3 Apa saja tugas yang harus dikerjakan selama bekerja dengan PT. Kuta
" | Baro Meugah Perkasa?
4 Berapa hari PHL bekerja dalam satu minggu dan bekerja dari jam
" | berapa sampai jam berapa?
5. | Berapa upah yang diperoleh PHL selama satu bulan?
6. | Apakah PHL pernah mengalami kecelakaan kerja pada saat jam kerja?
Jika terjadi kecelakaan kerja di lapangan, pihak mana yang melakukan
7. | pertanggung jawaban? PT. Kuta Baro Meugah Perkasa atau Polda
Aceh?
8 Apakah PHL diberikan tunjangan? Misalnya tunjangan hari raya atau
" | sebagainya. Jika ada, siapa yang memberikan?
9 Apakah PHL sudah didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan oleh
" | perusahaan?
10. | Apakah PHL pernah mendapatkan bonus selama bekerja?
Apakah PHL pernah bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan?
11. | Jika pernah, apakah PHL diberikan pesangon tambahan? Siapa yang
memberikan?
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Lampiran 3: Daftar pertanyaan wawancara kepala Sub Bagian Yanma Polda Aceh

NO PERTANYAAN WAWANCARA
1. | Apa saja tugas dan wewenang Yanma Polda Aceh?
9 Bagaimana tata cara Polda Aceh bekerjasama dengan PT. Kuta Baro
" | Meugah Perkasa?
3 Apakah terdapat kontrak tertulis antara Polda Aceh dengan PT. Kuta
" | Baro Meugah Perkasa?
4 Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi PT. Kuta Baro Meugah
" | Perkasa dalam melaksanakan tugasnya?
5 PT. Kuta Baro Meugah Perkasa bertanggung jawab dalam bagian apa
" | di Polda Aceh?
5 Apakah hanya PT. Kuta Baro Meugah Perkasa saja perusahaan yang
" | bekerjasama dengan Polda Aceh?
7. | Siapa yang membayarkan upah PHL Polda Aceh?
8. | Bagaimanakah ketentuan jam kerja PHL?
9 Jika PHL mengalami kecelakaan kerja pada saat jam kerja
" | berlangsung, siapa yang bertanggung jawab?
10. | Apakah PHL diberikan tunjangan? Misalnya tunjangan hari raya atau
sebagainya. Jika ada, siapa yang memberikan?
11. | Apakah PHL pernah mendapatkan bonus dari Polda Aceh selama
bekerja?
Apakah PHL pernah bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan?
12. | Jika pernah, apakah PHL diberikan pesangon tambahan? Siapa yang
memberikan?
13 Jika kinerja PHL tidak sesuai dengan keinginan Polda Aceh, apa yang
" | dilakukan?
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Lampiran 4: Daftar pertanyaan wawancara Supervisor PT. Kuta Baro Meugah Perkasa

=2
@)

PERTANYAAN WAWANCARA

Sudah berapa lama PT. Kuta Baro Meugah Perkasa beroperasi?

PT. Kuta Baro Meugah Perkasa bergerak dalam bidang apa?

Dimana letak PT. Kuta Baro Meugah Perkasa?

Bagaimana tata cara PT. Kuta Baro Meugah Perkasa bekerjasama
dengan Polda Aceh?

Bagaimanakah ketentuan jam kerja PHL?

Bagaimana sistem perekrutan PHL di PT. Kuta Baro Meugah Perkasa?

Apakah ada syarat khusus pada saat perekrutan PHL?

© | N2 g A~ WD

Apakah terdapat kontrak tertulis antara PHL dengan perusahaan?

Siapa yang membayarkan upah PHL PT. Kuta Baro Meugah Perkasa?
Dan berapa upah yang diberikan?

10.

Apakah PHL sudah didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan oleh
perusahaan?

11.

Jika PHL mengalami kecelakaan kerja pada saat jam kerja
berlangsung, siapa yang bertanggung jawab? Dan bagaimana bentuk
pertanggungjawaban yang diberikan?

12.

Apakah PHL diberikan tunjangan? Misalnya tunjangan hari raya atau
sebagainya. Jika ada, siapa yang memberikan?




DOKUMENTASI LAPANGAN

Gambar 1: PT. Kuta Baro Meugah Perkasa
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Gambar 2: Wawancara dengan kepala Sub Bagian Yanma Polda Aceh
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Gambar 3: Wawancara dengan PHL Polda Aceh
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Gambar 4: Wawancara dengan PHL Polda Aceh



